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Pengantar Redaksi

Info Hukum Volume XIII Nomor 1, Maret Tahun 2011 ini mengetengahkan sejumlah
tulisan menarik, antara lain aspek topik w_mengenai: Strategi Qutsourcing yang mengupas
permasalahan outsourcing, ketentuan unium yang mengatur outsourcing dan sopusinya
apabila timbul permasalahan outsourcing. Optimalisasi Peran Balai Latihan Kerja yang
mengupayakan kerjasama dalam pengembangan pendidikan, komitmen dalam pembangunan
pendidikan, partisipasi masyarakat melalui consensus, peningkatan Sumber Daya Manusia,
pemberian bantuan pemerintah pusat untuk daerah miskin dan terakhir monitoring serta
evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan peran Balai Latihan Kertja. Tinjauan Hukum
Tehadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Putusan Pengadilan
Hubungan Industrial yang mengupas Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Hubungan
Industrial lewat Putusan Nomor 194/PHI.G/2007/PN.JKT.PST dan Pertimbangan Hukum
Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/Pdt.Sus/2008. Serta tulisan terakhir mengenai
Implementasi Outsourcing yang mengupas kondisi outsourcing di dunia usaha sekarang ini
dan keuntungan dari penggunaan outsourcing. ' |

Kami berharap Informasi Hukum yang disajikan dapat menambah khasanah dan cara
berfikir para pembaca sebagai bagian dari pembangunan hukum ketenagakerjaan. Tim
Redaksi menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari segala lapisan pihak.

Selamat membaca, semoga bermanfaat,

Tim Redaksi
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Strategi OUTSOURCING +
*Permasalahan, Ketentuan Hukum dan Solusinya

Oleh : Umar Kasim !

“outsourcing agrecment. an agreement between a business and a service
provider promises to provide necesary service, esp. data processing and
information management, using its own staff and equipment, and usu, at its
own facilities"

Bagian Pertama
Memahami Outsourcing dan Permasalahannya

PENDAHULUAN Kalau perusahaan outsourcing di bidang
Jasa keamanan, maka berarti dapat
Penggunaan tenaga kerja “outsourcing" | dipastikan profesional dan mempunyai
(quot & quot) saat ini sudah sudah | (sekelompok) tenaga kerja yang memiliki

semakin populer. Sudah merupakan kompetensi - di bidang keamanan.
Demiki kalau suatu sahaan
kelaziman, bahwa untuk pekegjaan. [ oo an Juga kalau suatu peru

outsourcing bergerak di bidang jasa
pekerjaan suatu perusahaan yang bersifat rtasi, maka I daya

penunjang (supporting) yang | :tenaga  kerja) yang dimiliki
memproduksi suatu product tertentu, | tentunya tenaga kerja yang kompeten
pada uwmumnya dialihkan kepada | sesnal profesl tresebut. Oleh karena itu,
perusahaan owufsourcing yang tentu | kebutuhan akan perusahaan-perusahaan
(outsourcing) yang  profesional di
bidangnya, sudah merupakan
ketergantungan dan sudah tidak bisa
Bila diamati, hampir semua perusahaan dipungkirl lagi kebermdaannya. Hampir
saat ini mengutamakan untuk fokws pada | ..o sektor, formal maupun informal,
product Intinya sesuai dengan bidang | gwasta maupun pemerintahan, pusat
(main business)-nya. Sama seperti halnya | maupun daerah, sudah sangat
dengan pemMm-pMm tergantung dengan perusahaan-
outsourcer  juga fokus kepada | Perusabaan outsourcing, baik secara
temporer (sporadik) maupun secara
continue (terus-terusan).

profesional di bidangnya.

profesionalisme pekerjaan {core
business)-nya.

! Disampaikan pada Lokakarya Strafegi Outsourcing untuk para Kepala Unit Kerja {Cabang) BCA, disclenggarakan
oleh IR & HR Consulting OPZ & Rekan bekerjasama dengan Bank BCA (Pusat), di BCA Building Jakarta 11
Maret 2011 (Jepang).
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Bahkan penggunaan tenaga outsourcing.
di lembaga pemerintah mapun swasta,
sudah berlailgsung sejak lama -sebelum
adanya pengaturan “outsourcing" dalam
Undang-Undang Ketenagakerjaan®~. Pada
cakupan dan tingkatan yang kecilpun
sudah banyak dar bisa disaksikan
penggunaan oursourcing, seperti pada
tataran rumah tangga/keluarga.

Dengan demikian eksistenst Dbisnls
outsourcing tidak dapat lagi dipungkiri
dan dinafikan adanya. Bisnis outsourcing
merupakan salah satu usaha yang sedang
trendy masa kini di indonesia. Walaupun
demikian usaha bisnls outsourcing inl
masih banyak menimbulkan
permasalahan dan keresahan di
masyarakat, masyarakat
pekerja/buruh.

Karena konon, penerapan  sistem
outsourcing lebih banyak menylmpang
darl ketentuan peraturan-perundang-
ind Uu

khususnya

undangan, dalam hal
Ketenagakerjaan.

Sistem outsourcing inl, sebenarmya tidak
persis sama seperti pengertian dan
makna outsourcing yang diatur dalam UU
Ketenagakerjaan. Bahkan sebenarmya
peraturan perundang-undangan di
bidang ketenagakerjaan tidak mengatur
outsourcing dalam pengertian -aslinya.
Kesalahan pengertian dan praktek dan
penyimpangan peraturan perundang-
undangan dalam penerapan outsourcing

ini mungkin yang menjadi penyebab
terjadinya permasalahan dan keresahan
di masyarakat. Apa yang menyebabkan
dan mengapa masayarakat pekexa -
khususnya buruh- resah. Inllah yang akan
diural dalam tulisan ini.

Tulisan ini tidak langsung bisa dimuat
dalam satu episode karena panjangnya
urzaian dan tajamnya analisa bahasan,
maka tulisan inl akan dibagi menjadi 2
bagian, walau tetap merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan.
Selamat membaca.

PENGERTIAN

Istilah owutsourcing sangat populer di
kalangan pekerja/buruh (atau sehari-hari
disebut “karyawan)”, bahkan dapat
dikatakan tidak ada karyawan yang tidak |
pemah mendengar atan tak mengenal
istitah “outsourcing”. Saking polulernya,
banyak karyawan yang walau tidak tau
arti dan makna outsourcing yang
sebenarnya, tetapl tedanjur -latah-
menyebut outsourcing kepada
setiap Akaryawan PKWT (maksudnya
dengan hubungan kerja berdasarkan
petjarjian kerja waktu tertentu).

Dalam  beberapa literatur, Iistilah
(outsourcing) Ini memang  tidak
dijelaskan arti - dan maknanya dalam
konteks dan pengertian seperti yang
dimaksud UU Ketenegakerjaan®,

Hanya ada beberapa buku yang menyebut
outsourcing dengan istilah alihr daya atau
alifh days tenaga kerja*, walaupun secara
letterifjk (harafiah) istilah tersebut juga

2 U Nomor 13-Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, atau sering disebut dengan UU Ketenagakerjaan.

3 UU Ketenagakerjaan, adalah istlah yang populer untuk menyebut UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

% Oktav P.Zamani, Sukses Karyawan Kontrak, PPM Manajemen, Jakarta, 2008, hal. 1.
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tidak resmi dan tidak ditemukan dalam
Kamus Bahasa Indonesia, baik yang
umum maupun kontemporer, atau dalam
peraturan perundang-undangan
mengenai ketenagakerjaan.

Istilah owutsourcing
atau alih daya tenaga kerfa imi dapat
ditemukan dalam Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2008 tentang Usala Mikro Kecil
dengan sebutan
"penyumberiuaran” (outsourcing)® yang
merupakan salah satu bentuk perjanjian
kemitraan dalam partnership (pola
kemitraan).

Namun demikian,

dan Menengah

Ada beberapa buku yang menguraikan
pengertian outsourcing dalam yang arti
lebih luas dan bersifat umum. Ada juga
beberapa literatur menyebut oufosurcing
secbagai pendelegasian
manajemen harlan dari suatu (rangkaian)
proses bisnis kepada plﬁak lain
(perusahaan penyedia jasa [ outsourcen®.
Ada lagi pendapat lain, outsourcing,
adalah wupaya wuntuk mengalihkan
tanggung jawab atas pengelolaan sumber
daya manusia (SDM) yang memang ahli di
bidangnya, kepada pihak ketiga ’.

operasi dan

Dalam bukunya “Konfllk Kepentingan”,
Dr.Muchtar Pakpahan, S.H., M.A.S°,
menguraikan beberapa pendapat
mengenai pengertian oulsomrcing dalam
arti yang sebenarnya.

Menurut Dr. Muchtar Pakpahan sendiri,
bahwa pengertian outsourcing yang

sebenamya sesual! dengan undang-

‘'undang, adalah pengaliban pekerjaan

dimana pekerja yang  melakukan
pengalihan pekerjaan itu scharusnya
menjadi pekerja permanen dari
perusahaan yang menjadi
pekerja/pekerjaan (ouésourcer} tersebut.

Selanjutnya disebutkan pendapat
Komang Priambada (dalam  buku
tersebut), bahwa ouwutsourcing memiliki
pengertian sebagai pengalihan sebagian
atau seluruh pekerjaan dan wewenang
kepada pihak [ain guna mendukung
strategi pemakal jasa outsourcing, balk
pribadi, perusahaan divisi
sebuah unit dalam sebuah perusahaan °.

penyedia

ataupun

Selain Itu, definisi outsourcing {sebagal
suatu perjanjian) dalam makna hukum
{business law) terdapat dalam Blak's Law
Dictionary '° : “outsourcing agreement,

S A

Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Ir. Chandra Suwondo, MM., Pd.D, GUTSOURCING, Impiementasi di Indonesia, Elex Media Computindo,

Jakarta 2003, hal.3 (sebagaimana dikutip oleh Sahat Damanik, Qutsourcing & Perjanjian Kerja, DSS Publishing

— Jakarta, 2006, hal. 2).

7 Oktav P.Zamani, Sukses Karyawan Kontrak, PPM Manajemen, Jakarta, 2008, hal. 4.

¥ DR. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A, dan Ruth Damaihati Pakpahan, S.Sos, Konflik Kepentingan Outsourcing dan

Kontrak Dalam UU No. 13 Tahun 2003, Penerbit Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, hal. 108,
¥ Komang Priambada & Agus Eka Maharta, Outsourcing versus Serikat Pekerja : An Introduction to Qutsourcing,

(Jakarta : Alihdaya Publishing, 2008) hal. 12.

1 Bryan A. Garner, Black Law Dictionary, Eight Edition, west publishing, USA 2004, page 1136.

3

SNFO HUIUM VOLUME X0 NOMOR 1, MARET, 2011




an agreement between a business and a
service provider promises to provide
necesary service, esp. data processing
and Informatiion management, using its
own staff and equipment, and usu, at Ifs
own facilities".

Dalam terjemahban bebasnya : perfan/lan
outsowrcing, adalah perjanjian {untuk
melakukan pekerjaan)
entitas blsnis dengan perusahaan
penyedia layanan (provider) yang berjanijl
untuk menyediakan layananfjasa (sesuai}
kebutuban, seperti Froses Pengolahan
Data dan Mangjemen Informasi, dengan
menggunakan sumberdaya dan peralatan
serta fasliitas sendiri.

antara suatu

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang
Ketenagakerjaan, berdasarkan
pengertian-pengertian tersebut, dapat
disimpulkan, bahwa Istilah
outsourcing inl mempunyal unsur-unsur
(karakteristik) dan makna yang hampir
atau mirlp dengan fembaga
“penyerahan sebaglan pelaksanaan
pekerjaan perusahaan (yakni
perusahaan pemberi pekerjaan atau
perusahaan pengguna Jasa
pekega/buruli) kepada perusahaan
(yaitu perusahaan penerima

suatu

lainnya”
pemborongan atau perusahaan penyedia
Jasa pekepja/buruh) yang dilakukan
melalul perjanjian perfanjian
pemborongan pekerjaan atau perjanjlan

penyediaan Jasa pekerja/buruh

sebagalmana  tersebut dalam UU
Ketenagakerjaan'*.
Persamaan karakteristik tersebut,

misalnya adalah sama-sama merupakan
perjanjian penyerahan, pendelegasian
atau pengalihan pekerjaan/
kegiatan operasional suatu perusahaan
kepada perusahaan lain yang profesional
di bidangnya. Namun perbedaannya yang
sangat prinsip (sesual dengqan keadaan
dan kondisl Indoenesia), yakni
penyerahan sebagian pelaksanaan
pekerjaan suaatu perusahaan Kepada
perusahaan lain tidak seluruhnya dapat
diserahkan dan bahkan tidak boleh maln
business yang diserahkan. .Hal Inl akan
diuraikan rinci pada bagian-bagian
berikutnya.

suatu

pada

Atas dasar permsamaan karakteristik
tersebut itulah, maka oleh masyarakat
awam, outsourcing ini lebih populer
untuk menyebut lembaga “penyerahan

sebagian pelaksanaan pekerjaan suatu
perusahaan kepada perusahaan lain”.

Oleh karena itu dalam tulisan ini, akan
sering menggunakan istilah
“outsourcing” (tanda kutip) untuk
menyebut lembaga “penyerahan sebagian
pelaksanaan pekerjaan suatu perusahaan
agak lebih simpie disebut Ilembaga
“Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan
Pekerjaan” untuk menggantikan istiliah
penyeberiuasan, alih daya tenaga kerja.

1 pasal 64 jo Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (2) huruf d UU No.13/2003.
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kepada perusahaan lainnya” atau yamg
!’érbedaan Outsourcing dan Lembaga
Penyerafian Sebagian Pelaksanaan
Pekerjaan

Sebagaimana disebutkan bahwa antara
outsourcing lembaga
“FPenyerahan Sebagian Pelaksanaan
Pekerjaan” terdapat beberapa umsur dan
karakteristik yang sama.
perbedaan yang sangat prinsip darl

dengan

Namun ada

keduanya sebagaiimana tersebut di atas.

Pada outsourcing tidak ada pembatasan
pekerjaan / kegiatan atau bagian
pekerjaan yang dapat diserahkan kepada
perusahaan lain. Semua pekerjaan atau
keglatan apa saja, jasa apapun, baglan-
bagian atau sub bagian
pekerjaan/kegiatan mana saja, baik
seluruhnya atau sechagaian, balk inti
(core  business) kegiatan
penunjang (supprting unit), baik terpisah

maupun

maupun ‘ menyatu, semua (proses
produksi) dapat dialihkan secara bebas
kepada perusahaan lain yang

profesional sesual dengan main business-
nya, baik pengusaha jasa tenaga kerja
maupun pemborongan baglan proses
produksi.

Pada
pelaksanaan pekerjaan suatu perusahaan

lembaga “penyerahan sebagian

kepada perusahaan lalnnya” yang diatur
(81} memberikan
batasan yang sérick  hanya pada

Ketenagakerjaan,

penyerahan bagian-bagian atau salah
satu bagian darli rangkalan proses
produksi yang bersifat penunjang (mon-
core business). Sedangkan pekerjaan inti
{core business-nya) harus tetap dikelola
oleh perusahaan yang bersangkutan.

demikian, pada lembaga
outsourcing, suatu perusahaan dapat
mengalihkan
produksi

secara

Dengan

semua keglatan dalam

(baik  séluruhnya
partialy kepada -
perusahaan lainnya tanpa
batasan dan aturan core atau non-core,
sehingga perusahaan pembern peketfaan
hanya melaksanakan dan mengelola
proses manajemen/administrasi saja.
Sedangkan pada lembaga “Penyerahan
Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan” hanya
boleh menyerahkan pekerjaan / keglatan
penunjang {supporting unif) dan tetap
mengeloia (fokus memproduksi) bisnis
intinya.

proses
maupun

beberapa-

Persoalan dalam lembaga penyeraban
sebaqgian pelaksanaan pekerjaan, adalah
kegiatan mana yang core-business dan

mana yang supporting, sangat ditentukan

oleh alur proses produksi yang
ditentukan dan dilaporkan kepada
instansi Ketenegakerjaan di

Kabupaten/Kota setempat. Oleh karena
itu, dalam proses “perjanjian penyerahan
sebagian pelaksanaan pekerjaan”
{outsourcing), selain harus memenuhi

syarat-syarat hanya baglan / sebagian

INFO HUKUM VOLUME Xt NOMOR 1, MARET, 2011



kegiatan non-core, terdapat ketentuan
lain yang juga harus dipenuhi, yakni
“perusahaan yang menyerahkan
pekerjaan” harus membuat alur keglatan
proses pelaksanaan pekegjaan {(afur
proses produksi) yang menggambarkan
dan menentukan, mana yang merupakan
kegiatan pokok (maln busineess) dan
mana Yyang keglatan penunjang (nron
core). Kemudian alur kegiatan tersebut
itulah yang dilaporkan kepada instansi
ketenagakerjaan setempat 12,

Dengan demikian, persyaratan yang
utama pada UU Ketenagakerjaan adalah
bahwa penyerahan sebagian pelaksanaan
kepada perusahaan [ainnya haruslah
pekerjaan [/ kegilatan yang bersifat
penunjang (supporting) darl suatu
“perusahaan yang menyerahkan
pekerjaan” kepada perusahaan yang

menerima pekerjaan.
Kedudukan Hukum “Outsourcing’ Dalam

KUH FPerdata (Hukum Perdata)

Berkembangnya bisnis pengelolaan SDM
melalui outsourcing di berbagai belahan
dunia (yang melibatkan para pelaku

global outsourcing) disebabkan
keengganan suatu perusahaan
{perusahaan yang menyerahkan

pekerjaan) untuk mengurus management
SDM (sumber daya manusia) yang terlalu
besar, sehingga menjadl {frend untuk
memborongkan atau mengalihkan suatu

pekerjaan / kegiatan kepada perusahaan
lain (profesional). Disamping itu, dalam

perkembangan selanjutnya ada juga
suatu perusahaan membentuk
perusahaan-perusahaan tersendiri

melalul pemisahan, balk spinr off atau
split off yang merupakan subsidiary darl
perusahaan yang bersangkutan wuntuk
menjadi entity yang terpfsah sebagal
outsourcer.

Selaln itu, tidak menutup kemungkinan
pembentukan outsoucer  dilakukan
take {akuisisi} dari
outsourcer yang sudah memenuhi fega/

formal dan telah operasional. .
Bisnis outsourcing Inl, kalau hanya

mendasarkan pada  ketentnan KUH
Perdata yang menyandarkan sisi hukum

melalul over

bisnis, maka cenderung (berpotensi)

mengarah pada erploitation de long
parlong (eksploitasi manusia oleh sesama
manusia). Oleh karena alasan itu, untuk
memberikan perlindungan bagi tenaga
kerja di Indonesla, lahidah ketentuan
“penyerahan sebagian
pelaksanaan pekerfaan suatu perusaliaan
kepada perusahaan Jainnya” dimuat
dalam Undang-Undang HKetenagakerjaan
yang  sechari-harli dikenal sebagal
“outsourcing”.

Dengan adanya pengaturan mengenal
“penyerahan  sebaglan  pelaksanaan

mengenai

12 Pasal 6 ayat (3) Kep-220/Men/X/2004
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pekepjaan™ dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan, maka dapat dikatakan,
bahwa dalam peratwran perundang-
undangan Indonesia saat inl terdapat 3
(tiga) macam klasifikasi jenis penanjian
pemborongan pekerjaan, yakni:

1. Perjanjfian pemborongan pekerjaan
untuk melaksanakan suatu
proyek/kegiatan secara umum dan
sporadik sebagaimana diatur dalam
Bab Ketujuh A Buku Il KUH Perdata
(Pasal 1601 buruf b dan Pasal 1604
sampai dengan 1616). Termasuk
pemborongan pekerjaan dimaksud
yang khusus untuk melakukan /
melaksanakan kegiatan pemerintah
dan pemerintah daerah, BUMN seria
swasta nasional atan untuk
pemborongan  pekerjaan  umum,
sebagaimana diatur dalam AV 1941%
yang saat ini menjadi bagian yang
diatur dengan Peraturan Presiden No.
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah.

Ferjanjian pemborongan pekegjaan
yang merupakan bagian dari suatn
rangkaian proses produksi (Pasal 65
UU No.13/2003) -

Penyediaan jasa pekerjaburuh atau

alih daya tenaga kerja dalam arti yang
lebih khusus {Pasal 66 Uu

No.13/2003).

2.

3

Ketiga bentuk perjanjian pemboronga
pekerjaan tersebut merupakan salah satn
susb sistem dan bagian (ltem) dari
perjanjlan-pegjanjian untuk melakukan
Ppekejaan sebagaimana dimaksud dalam
Bab Ketujuh A KUH Perdata.
Jenis petjanjian-peganjian
melakukan pekerjaan (overeenkomsten
aan het werk te doen) yang dikenal
dalam peratwran perundang-undangan,
yaitu:

1. Perjanjian
overeenkomst,
agreement) yang diatur dalam Pasal
52 UU No.13/2003 yang dulu diatur
dalam Pasal 1601 a KUH Perdata.
Perjanjian pemborongan pekerjaan
{(aanneming van werk overeenkomst)
diatur dalam Pasal 1604 s/d Pasal
1616 jo Pasal 1601 a KUH Perdata.
Perjanjian melakukan jasa-jasa
{overcenkomst tot het verrichten van
enkelediensten).

Perjanjlan kemitraan (parinership
overeenkomst) Pasal 1338 BW.
Perjanjlan korporasl  (corporate
overcenkomsty Pasal 16 s/d 36 KURD
dan UU mengnai korporasi.

Perjajian pelayanan publik
(publickrechtelijk verhouding't) UU
No.8 Tahun 1974 jo UU No.43 Tahun
1999 dan beberapa Undang-Undang
yang khusus mengatur mengenai
pejabat negara (DU MA, UU MK, UU
KY).

untuk

kerja

2.

4,

5'

B AV 1941, Afgel;nene Voorwaarden voorde unitvoering bij agnnering van openbare werken in Indonesia

" Istilah ini disinggung dalam Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to Indonesian Administrative

Law), ProfDr.Philipus M.Hadjon, S.H.,dkk., Gadjah Mada University Press, Yogyakarta Maret, 2008.
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Perbedaan antara pepganfian kerja
dengan perjanjian-perjanjian melakukan
pekeplaan lalnnya, adafah **

- bahwa pada perfanfian kerfa (nomor 1)
terdapat wunsur subordinasi (antara
atasan dengan bawahanm dengan
tanggung-jawab tidak lamgsung atas
suatu pekerjaan darl atasan (tanggung
Jawabnya : vicarious liability).

sedangkan pada perjanjlan-perjanjian

melakukan pekerjaan lainnya {(nomor 2

sampal dengan nomor 6), ada koordinasi

(kesetaraan posisi sebagai mitra, pariner)

dengan tanggung-jawab langsung (strict

Hability).

Dalam perkembangan berikutnya, ada
bentuk-bentuk  owufsourcing lainnya,
seperti home sourcing dan off shouring'®.

- Homesourcing, adalah  pengalihan
pekerjaan yang blasa dilakukan ' di
kantor umtuk (dibawa) dikerjakan di
rumah. '

- Off shouring, adalah memindahkan
(relokasi) pabrik ke daerah yang
berkelimpahan faktor-faktor
produksinya.

Selain itu, dalam beberapa literatur,
disebutkan bentuk ataun model
penerapan outsourcing dalam konteks
ketenagakerjaan, ada yang memborong

suatu pekerjaan secara keselurnmhan

dengan seluruh sumberdaya, peralatan

dan sekaligus SDM-nya (full outsource).

Ada yang terbatas hanya pada penyediaan

(jasa) tenaga keganya saja (paying

agenfy*’.

- Full Outsource, adalah pemborongan
pekerjaan secara penuh (mirip
pemborongan pekerjaan mumi atau
outsourcing dalam rangkaian proses
produksl). Pada fdl owutsource ini,
semua karyawan (SDM), peralatan,
tempat kerja dan pengawasannya
menjadi tanggung-jawab perusahaan
alih daya tenaaq kerja (outsourcing).

- Fraying Agent, adalah bentuk
pemborongan pekerjaan yang hanya
menyediakan (jasa) tenaga kerjanya
saja. Dalam hal ini, tenaga kerja
diserahkan %epada pengguna jasa
walau hubungan kerjanya dengan
perusahaan penyedia Jasa
pekerja/burubi.

Jadi yang terakhir int lebih mirip dengan

Labour Supplier, tetapl bukan I[abour

siupplier secperti lembaga pelayanan

penempatan teﬁagakeda {LPPTK).

Bentuk full outsource atau Paylng Agent

tersebut sebemamya sudah ditegaskan

juga  prinsip-prinsip perbedaanhnya

(termasuk tanggung-jawabnya) dalam

KUH Perdata.

'S Djumialdi, S.H., Hukum Bangunan (Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia), Penerbit

Reneka Cipta, Jakarta, 1996. bal.5.
16 OPZ, hal.5

" Iftida Yasar, Merancang Perjanjian Kerja OQutsourcing, PPM Manajemen, 2009, hal. 15.
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Dalam Pasal 1604 BW Burgerifjk
Wetboek, BW diatur, dalam hal
pemborongan pekerjaan,
ditetapkan dalam persetujuan (:dapat
diperjanjikan), bahwa si
(:perusahaan penerima pekerjaan) hanya
akan melakukan pekerjaan saja. yakni
hanya menyediakan tenaga kerjanya,
paying agent; atau la {si pemborong) juga
akan memberikan bahannya
materiainya) yang identik dengan fulf

dapat

pemborong

{raw

outsource 5,

Artinya, dalam KUH Pedata {(Buwgerdij
Wetboek) juga dibedakan 2 jenis
pemborongan pekerjaan, yakni:

1) pemborongan pekerjaan yang hanya
menyediakan tenaga kerja untuk
melakukan pekerjaannya saja, tidak
menyediakan raw materailoya; dan

2) pemborongan yang
disamping menyediakan temaga kerja
serta melakukan pekerjaannya, juga
menyediakan raw materailnya;

Dalam kaitan itu, dalam halnya si

pemborong diwajibkan memberikan

bahannya dan (juga) pekerjanya, (bila
terjadi dengan cara
bagaimanapun {pekerjaan) musnah
sebelum pekerjaan itu diserahkan

{sebelum Jevering), maka segala kerugian

adalah merupakan tanggung-jawab si

pemborong (strict Hability), kecuali

pekerjaan

resiko)

apabila pihak yang memborongkan
(pemberl pekerjaan) telah latai untuk
menerima pekerjaan dimaksud (walau
masih dalam wilayah / kewenangannya si
pemborong) *°.

Sebaliknya, jlka si pemborong diwajibkan
(diperjanjikan hanya) melakukan
pekerjaannya saja dan -jlka .temyata-
pekerjaan mm maka ia
pemborong) hanya bertanggung-jawab
untuk kesalahannya saja (secara partial
dan tidak secara keselurubhan)*.

Dengan demikian, sama halnya dengan

penyerahan sebagian pelaksanaan
pekerjaan suatu perusahaan Aepada
perusahaan lain (outsourcing tenaga
kerja) dibedakan antara perfanjian
pemborongan pekerjaan dan petfanjian
penyedian  jasa peketja/burul
berdasarkan syarat dan kondisi
pekerjaannya yang berakibat pada
konsekwensi atau tanggung jawabnya.

- Bllamana raw material dan tenaga

(disediakan) dari

kerjanya semua
perusahaan penerima pekerjaan dari
suatu rangkalan proses produksi dari
perusahaan pemberl pekepjaan maka
dikatagorikan sebagal pemborongan
pekerjaan (semacam full outsource).

3 pasal 1604 BW
9 Pasal 1605 BW
2% pasal 1606 BW
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- Namun bila perusahaan penerima
pekerjaan hanya menyediakan tenaga
kerjanya saja damn raw materiaiya
semua disediakan dari perusahaan
pemberi pekerjaan (atau istilah undang-
undang : perusahaan pengguna jasa
pekerja/buruh), maka diklasifikasikan
sebagal perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh (semacam paying agent).

Selain itu, dalam hal pekerjaan / keglatan
yang diborongkan kepada perusahaan
penerima pemborongan adalah pekerjaan
darl perusahaan pemberi pekepjaan yang
bukan dalam rangkaian proses produksi
barang dan/atau jasa, dan hanya bersifat
temporer (sporadik), seperti : pekerjaan
struktur, iInfra strukiur,
prasarana, iml tidak temmasuk Kkategori
outsourcing, tetapl mumi pemborongan
pekerjaan. Oleh karena itu pekerjaan
semacam ini pure dapat diserahkamn
kepada perusahaan
pemborongan, baik yang Derbadan
hukum atan bukan badan hukum,
termasuk kepada usaha mikro dan usaha
Kkecll (natural entity, natuurijjk persoon)
dengan
masing-masing.
tunduk pada ketemtuan hukum perdata
belaka (sebagaimana telah diuralkan
dalam Pasal 1604 sampal 1616 KUH
Perdata).

sarana |

penerima

sesuai profesionalismenya

Hal inl juga  wmumi

Dari ketentuan tersebut di atas, dalam
perkembangannya saat iml, ada yang
mengklasifikasikan semua pengalihan
pekerjaan kepada pihak lain adalahk
outsourcing. Hanya saja dibedakan dan
dibagi dalam jemis,  yakni
“outsourcing pekerjaan” dan
“outsourcing manusia® *. Outsourcing
dimaksudkan adalah
pemborngan pekerjaan sebagalmana
diatur dalam KUM Perdata. Sedangkan
outsourcing manusia, yang dimaksud
adalah outsourcing sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan, yaitu penyerahan
sebagian pelaksanaan pekerjaan suatu
perusahaan kepada perusahaan lainnya.
Samakah Outsourcing dengan PKWT?

dua

pekerjaan

Pemborongan pekerjaan dalam arti luas,
termasuk outsowrcing ataun allh daya
tenaga Kerja dan penyeraban sebagian
pelaksanaan pekerjaan, pada awalnya
tidak pemah dipermasalahkan
{setidalmya, sebelum terbitnya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada
tanggal 25 Maret 2003).

Fermasalahan pemborongan pekerjaan,
khususnya penjwmbgn sebagian
Delaksanaan pekerjaan atau outsourcing
pekerjajpburuh  justru timbul setelah
terbitnya UU Ketenagakerjaan (yang
diatur dalam Pasal 6% s/d 66 UU No. 13

Tahun 2003), karena dianggap
melegalkan keberadaan lembaga
outsourcing.

2! DR. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A, dan Ruth Damaihati Pakpahan, S.Sos, Konflik Kepentingan Qutsourcing dan

Kontrak Dalam UU No. 13 Tahun 2003, Penerbit Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, hal. 109
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Ketentuan  pemborongan  pekerjaan
dalam BW (KUH Perdata) semula memang
hanya dipandang dan ditempatkan pure
sebagai hubungan keperdataan (bisnis)
belaka, sehingga berjalan sebagaimana

layaknya sepertl perjanjlan bisnis
(perdata) lainnya.
Yang menjadi persoalan, adalah

timbulnya persepsi dan fmage di benak
masyarakat, bahwa outsourcing adalah
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
atau PKWT pasti karena oufsourcing. Ini
merupakan permasalahan tersendiri
karena adanya pemahaman keliru
khususnya- pada masayarakat pekerja
(awam) yang menyamakan outsourcing
dengan PKWT. Dengan kata lain, orang
sudah terpola dengan ilmu kelfrumologi
yang menerjemahkan dan memaknai,
bahwa outsourcing adalah orang (tenaga
kerja, pekerja/buruh) yang dipekerjakan
sebagai “pekerja kontrak™ (istilah sehari-
hari dari PKWT). Padahal, sesungguhnya
kedua jenis perjanjian tersebut sc¢jatinya
sangat berbeda. Artinya, outsourcing
bukan PKWT, dan sebalilmya PKWT tidak
sama dengan outsourcing.

Oleh karena, pandangan yang salah
tersebut menjadi /mage yang salah juga
dalam benak pekerja/buruh
kerja), khususnya yang tidak senang
dengan hubungan kerja melalui FPKWT
mengakibatkan mereka alerg/ dengan
sistem outsourcing. Walaupun keduanya
ada beberapa prinsip persamaan sebagai
suatu perjanjian, namun substansinya
sangat berbeda 2,

({tenaga

Kesalah-fahaman tersebut berawal
terjadi dalam praktek, yakni adanya
praktek penyerahan pelaksanaan
pekerjaan yang memang dilaksanakan
berdasarkan (fender (berjangka) untuk
snatu tempo yang ditentukan sehingga
menjadi dalihf untuk melakukan
hubungan keyga melalul (emporary
contract : PKWT. Padahal hakekatnya,
kalan perusahaan penerima pekerjaan
merupakan perusahaan yang profesional
(fokus pada bisn/s intl), tentunya tidak
demikian maksud undang-undang
mengaturnya. Terlebih Jjika perusahan
outsourcer adalah perusahaan yang -
memang- konsisten di bidangnya dengan
produk dan ain busineess yang lebih
focus kepada satu core business yang
didukung tenaga kerja
profesional dan mempunyal kompetensi
kerja yang bermutu. Seharusnya semua
hubungan kerja pada oufsourcing
“karyawan" tetap (permenent
coniract}. Dengan demikian meng-hire
karyawan tidak harus dengan hubungan
&erja PRWT, tetapl justru periu
dipertahankan tenaga kerjanya secara

terampil,

melalui

permanen untuk mendukung
produktivitas dan profesionalisme
perusahaan yang  konsisten dan

berkesinambungan (suistdinaible).

Sekedar contoh atau gambaran
perbedaan oufsourcing dan PKWT dari
sisl -para- plhaknya, bahwa : pihak-pihak
(the parties) pada outsourcing adalah
entity dengan entity lainnya {corporate to

corporate entity).

2 Outsourcing dan PKWT sama-sama merupakan perjanjian-perjanjian melakukan pekerjaan.

11
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Sedangkan pihak-pihak pada PKWT
adalah perseorangan (personal entity,
natuurijjkepersoon) dengan corporate
entity atau legal entity.

Selain itu, tanggung-jawabnya berbeda,
pada outsourcing agreement Kkarena
huungannya kemitraan atau kesetaraan
{partnership), maka tanggqung-jawabnya
langsung (strictiiability), sedangkan pada
PKWT, karena huungannya — adalah
hubungan kerja yang Tatas-bawah”
(employment refation,
dientsverhondings), maka tanggung-
jawabnya adalah tanggung-jawab tidak
langsung (vicarious HlHability).

Dengan demikian, walaupun
konsepsinya- sama-sama  perjanjian
melakukan pekexjaan, tapi
substansial keduanya (outsomrcing dan
PKWT) tidak sama, dan konteksnya
sangat berbeda. Artinya outsbuming dan
PKWT adalah dua hal yang berbeda.
Dengan perkataan lain, outsourcing tidak

secara

sama dengan PXWT {temporary contract)

Permasalahan Outsouwrcing

Ada dua permasalahan utama pada
outsourcing, yakni masalah bubungan
kerja “karyawan” ouésourcer dan masalah

penentuan core dan non-core business

yang sangat debatable yang bisa
menyebabkan peralihan tanggung-jawab
perusahaan outsourcer kepada
perusahaan pemberi pekerjaan.

Seperti telah dikemukakan, bahwa
prinsip bisnis oufsourcing, adalah
hubungan hukum kemitraan
{partnership, relationship) antara

perusahaan yang menyerahikan pekerjaan
(perusahaan pemberi pekerjaan) dengan

perusahaan yang penerima pekepjaan

(perusahaan owutsource)., Jadl bukan
masalah hubungan keria antara
pekerja/buruh dengan perusahaan

outsource yang mempekerjakannya.

Namum karena adanya anggapan yang
salah, bahwa outsourcing sama dengan
PKWT dan PKWT adalah outsourcing dan
terpola pada setiap karyawan perusahaan
outosurcing. maka hubungan kerjanya
pasti PKWT. Oleh karena itu ketentuan
mengenai oufsowrcing inl sering disebnt
schagal modern slavery. Inilah yang
menjadi permasalahan utama eksistensi
outsoutcing dl Indonesia, yang secara
cultural dan naturenya berbeda dengan
kapitalis dan leberallsme.Walaupun
hakekat dari pengaturannya adalah
periindungan tenaga kerja dan
persamaan hak-hak pekerja antara
organik dengan non-organik, tetapl
praktek outsouwrcing lebih banyak
dilakukan penyimpangan melalui PKWT
dan -lebih memprihatinkan lagl- hanya
formalitas sebagal wadah atau lembaga
yang mempekerjakan pekerja melalul
hubungan kerja yang bersifat temporer
tanpa wupaya menjadikan perusahaan
outsourcing sebagal perusahaan yang
profesional pada main-businessuya.

PO HUNLA VOLUME X6 NOMOR 1, MARET, 2011
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Dengan hubungan kerja yang bersifat
temporer (PKWT) tersebut, ancaman PHK
bisa terjadi setiap akhir “kontrak”.
Walaupun masih mendapat pekerjaan
yang sama pada periode berikuinya, akan
tetapi bila tenaga kerjanya (dianggap)
tidak Aualiffed, maka dapat di-PHK
{dalam arti, tidak dilanjutkan
“kontrak"nya) tanpa “pesangon”.
Padahal hakekatnya tidak demikian
maksud undang-undang. dika disimak
dan dicermati, ketentuan wmengenal
outsourcing dalam UU Ketenagakerjaan,
intinya lebih pada perlindungan bagl
pekerja/buruh yang bekerja sebagai
pekerja non-organik (di perusahaan
ouisoucing), khususnya perlindungan
dari adanya gap yang relatif jauh dengan
pekerja organik {(di perusahaan yang
menyerahkan pekerjaan).

Banyak pekerjaburmh yang telah
bertahun-tahun melakukan pekerjaan di
suatu perusahaan, akan tetapl tidak jelas
dengan siapa hubungan hukumnya, tidak
Jjelas hubungan kerjanya, siapa yang
meberi perintah (vicarious labllity) dan

siapa yang diperintah, berakibat tidak
Jelas juga bagaimana pertanggung-
Jawabannya.

Seringnya berganti-ganti nama’

{bendera} perusahaan “outsourcer”, dan
pekerja dipekerjakan dengan objek dan
lokasi kerja yang tetap sama serta jenis
pekerjaannya, dilakukan secara rutin dan
bergulir yang itu-itu saja darl waktu ke
waktu.

Kesalahan pada umumnya terjadl ketika
awal dibuatnya  peglanfian kega
(maksudnya saat dilakukannya hubungan
kerja). Jika hubungan antara perusahaan
" outsourcing’ dengan pekerjanya
senantiasa harmonis dan berjalan mulus,
tentu fine dan tidak akan menjadi
persolan. Namun permasalahan timbul
ketika terjadl dispute dan hubungan
kerja menjadi disbharrnon/, maka mulailah
muncul persoalan hukum yang kusut dan
serta berbelit susah untuk
mengurai benang Awusuinya  karena
ketidak jelasan hubungan hukum dan
tanggung-jawabnya.

rumit

Dengan penyerahan sebagian
pelaksanaan pekerjan suatu perusahaan
kepada perusahaan lain melalui lembaga
outsourcing, bukan berarti akan
meniadakan kemungkinan terjadinya
permasalahan. Terlebih jika manajemen
perusahaan tidak dikelola secara
profesional dan tidak mengantisipasi

kemungkinan timbuilnya permasalahan

yang mungkin akan terjadi. Justru
kesalahan penerapan = ketentuan
outsourcing sangat berpotensi

menimbulkan permasalahan dan
persoalan baru di kemudian hari.

Selain itu, mengatasi rumit dan kasutnya
permasalahan outsourcing, tentu tidak
dapat diselesalkan tanpa nlat balk darl
semua pihak yang berkepentingan
{pengusaha, pekerja/buruh dan
pemerintah).

13
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Untuk rrenyelesalakan mésalab tapnpa
masalals, selain dibutuhkan biaya, tenaga
dan pikiran serta Keterlibatan semua
stakeholder sebagai komponen utama
untuk duduk bersama, juga perlu ada
niat baik untuk mencapal sasaran atau

tujuan bersama (everyone to be happy).

Outsourcing memang merupakan suatu
lembaga strategis bagi
perusahaan pemberi pekerjaan menatap
ke depan untuk jangka waktu panjang.
Apabila manajemen berharap -hanya
sekadar- mendapatkan
keuntungan dalam jangka waktu yang
singkat dan mengutamakan profit
orlented yang sebesar-besarnya, maka
seringkali perusahaan akan mengalami

kekecewaan.

manajemen

untuk

Beberapa hal yamg sering memicu
timbulnya perselisibhan dalam hubungan
hukum penyerahan pelakasanan pekerjan
melalul lembaga “oufsourcing”. (antara
lain) adalah® perbedaan
kepentingan dlantara para pihak, seperti
misalnya:

adanya

- pihak pengusaha (perusahaan pemberi
pekerjaan), mengharapkan agar pekerja
melakukan pekerjaan dengan sungguh-
sungguh agar dapat menghasilkan
produksi yang maksimal.

- Demikian juga, pemberi pekerfaan

mengharapkan kualitas barang yang
tinggl dengan harga / biaya yang
serendah-rendahnya;

- Sebaliknya pilhak penenma pekerjaan
{perusahaan oulsourcer) mengharapkan
kualitas yang terendah dengan harga
yang tinggl:

- Dan, pihak pekerjaburubh sering
mengharapkan bekerja santai, akan
tetapl berharap dapat menghasitkan
upah yang tinggi;

Dengan adanya perbedaan-perbedaan

kepentingan tersebut, maka resiko yang

mungkin timbul dari (bisnis) outsourcing,
antara lain adalah: **

+  Produktivitas justru menurun jika

outsourcing {plhak
pekerjaan) yang dipilih

tidak kompeten;
» HWrong man on the wrong place Jika

seleksi, training dan
penempatan tidak dilakukan secara
cermat oleh perusahaan oufsourcing.
Berpotensi . terkena kewajiban
ketenagakerjaan  jika perjanjian
bisnisnya : PKS (perjanjlan kerja
dengan perusahaan
outsourcing tidak dlatur dengan
tegas dan jelas di awal kerjasama;

perusahaan
penerima

proses

sama)

2 Sahat Damanik, Outsourcing & Perjanjian Kerja, DSS Publishing, Jakarta, 2006, hal. 95
2 Majalah People&Business, Edisi 08 — Februari 2007, hal. 14.
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khusus

» Regulasl
perundang-undangan

peraturan
menegenai
outsourcing yang belum kondusif
akan membuat penentuan core dan
non core juga beilum jelas menjadi
silang pendapat yang tak berujung
pangkal.
»  Pemilithan
outsourcing yang salah bisa berakibat
beralihnya status hubungan kerja dari
perusahaan . pemberi Jasa pekerja
{:perusahaan penyedia
pekega/buruh) ke perusahaan
penerima jasa pekerja (: perusaliaan
pemberi pekerjaan).
Selain itu, faktor-faktor lainnya yang
menjadi permasalahan darl Dbisnis
outsourcing inl, adalah kondisl ekonoml
politik yang tidak stabil, misal adanya
kenaikam barga BBM seiring kenaikan
harga minyak dunia, atau adanya
kebijakan baru yang muncul setelah
terjadinya hubungan hukum antara para
pihak.Oleh karenanya klausul-kiausul
dalam perjanjlan (PKS) seyogyanya
diantisipasi kemungkinan-kemungkinan
yang akan terjadi yang dapal merugikan
para pihak atau salah satu pihak,
lahimya

perusahaan Jasa

Jasa

termasuk kemungkinan
kebljakan baru atau perubahan harga

BBM.

Permasalahan lain yang tidak dapat
dipungkiri pada owtsourcing, bahwa
dalam pelaksanaan perjanjian
outsourcing, terkadang sulit
membedakan dan memisahkan para
pekerja/buruh yang teriibat dalam suatu
aktivitas atau proses produksi di suatu
perusahaan {(khususnya di perusahaan
yang menyerahkan pekerjaan). Terlebih
Jika para pekerja/buruh berada dalam
suatu tempat dan lokasi kerja yang sama
dan melakukan pekerjaan / kegiatan
sejenis untuk suatn perusahaan yang
sama, sementara business entitynya
berbeda.

Bahasa yang sering dipergunakan untuk
membedakan adalah “staf organik™ untuk
pekerja yang  hubungan  kerjanya
langsung dengan perusahaan yang
menyeralikan pekerjaan dan “staf non
organik” untuk pekerja yang hubungan
kerjanya pada perusaliaan  yang
menerima pekegaan. Ada juga yang
menggunakan istilah “orang dalam” dan
“orang luar”. Inilah yang dikhawatirkan
oleh pembentuk undang-undang
sehingga dibuat ketentuan yang
mengatur mengenal outsourcing, agar
dalam melakukan suatu proses produksi,
tidak ada diskriminasi tidak ada
perbedaan perlakuan perbedaaan hak-
hak pekerjaburuh (organik dan non-
organik), termasuk perhedaan perlakuan
dalam pembayaran upah untuk pekerjaan

yang sama nilainya %°,

2 Undang-undang No. 21 Tahun 1999 tentang pengesahan /LO Covention No.111 concerning Discrimination in
Respect of Employment and Occupation {Konvensi No.111 tentang Diskriminasi Dalam Peketjaan dan Jabatan).
Lihat juga Pasal 66 ayat (2) huruf ¢ serta Pasal 4 ayat (2) Kepmenakertrans No. Kep-101/MEN/V1/2004 tentang
Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedian Jasa Pekerja Buruh,
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Demikian juga dalam undang-undang,
dibuat syarat-syarat dan ketentuan
membuat perusahaan outosurcing dan
syarat-syarat pemyerahan sebagian
pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan laln serta konsekwensl
peralihnya hubungan kerja bilamanada

syarat-syarat yang tidak diindahkan
(dikesampingkan).

. Bagaimana ketentuan outsourcing dalam

peraturan perundang-undangan di
Indonesia dan strategi apa yang dapat
dilakukan untuk menylkapi peraturan
perundang-undangan mengenai
outsourcing schingga tidak berakibat
fatal dan justru menghambat proses
produksi ?. Permasalahan-permasalahan
tersebut diuraikan di Bagian Kedua dari
tulisan ini pada edisl (terbitan)
selanjutnya. Semoga bermanfaat.

Jakarta, 23 Pebruari 2011
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Optimalisasi
Peran Balai Latihan Kerja

Oleh: Bambang Adl /18, SH

PENDAHULUAN

Pembangunan ketenagakerjaan
sebagal bagian Integral dari
pembangunan nasional berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republlk Indonesia 1945,

dilaksanakan dalam rangka
pembangunan manusia Indonesla
seutuhnya dan pembangunan

masyarakat Indonesia seluruhnya untuk
meningkatkan harkat, martabat dan
harga dirl tenaga kerja serta
mewnjudkan masyarakat sejabtera, adil,
makmur dan merata baik materiil
maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus
diatur sedemikian rupa sehingga
terpenuhi hak-hak dan perlindungan
yang mendasar bagi tenaga kerja dan
pekerja/buruh serta pada saat bersamaan
dapat mewujudkan kondisi yang
kondusif bagl pengembangan dunia
usaha.

Peran Balai Latihan Kerja (BLK)
dalam melatih calon Tenaga ‘Kerja
Indonesia (TKI) sangat penting, selain
memberikan pelatlhan untuk tenaga
kerja disektor formal, BLK juga
diharapkan dapat memberikan pelatihan
untuk calon TKI disektor informal yang
akan bekerja di luar negeri.

Hal ini menjadi tantangan bagl BLK untuk
ikut andil dalam menyiapkan tenaga-
tenaga terampil yang akan bekerja diluar
negeri. BLK akan berfungsi sebagai wadah
penghasil tenaga kerja yang handal dalam
mamasuki pasar kerja. Globalisasl]
ekonoml dan perdagangan bebas telah
memacu perubahan struktur ekonomi dan
industri. Secara tidak langsung hal ini
akan mempengarmhl kebutuhan tenaga
kerja, balk dari sisi jenis maupun
kalsifikasinya. Darli tahun ke tahun
persaingan tenaga kerja yang terampil
dibldangnya cenderung mengalami
peningkatan, balk dipasar tingkat
nasional, regional maupun internasional.

Oleh karena peran BLK sangat
sentral maka dalam ikut serta meningkat
ketrampilan bagl tenaga kerja, maka
perencanaan program pemanfaatan BLK
menjadi penting. Hal Ini agar keberadaan
BLK menjadi tidak mubazir.
Penyempurnaan  program pelatiban
peningkatan kompetensi kerja dan
fasilitas lainya. Selain itu periu juga
menyempurnakan paradigma pusat-pusat
pelatihan tenaga  kerja, lembaga
pelatihan, maupun peran BLK itu
sendiri baik yang ditangani oleh
pemerintah pusat maupu pemerintah
daerah.
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Salah satu faktor penting
berjalant:ya fungsi BLK dalam melayani
masyarakat dalam upaya meningkatkan
pelatihan dan ketrampilan adalah peran
instruktur.

Keberadaan lnstruktur inl menjadi
sangat penting, sebagai uwjung tombak
gara BLK menajalankan fungsi dan
tugasnya. Harus kita akul semenjak era
otonomi Dbergulir beberapa tahun
lampau, banyak fungsi BLK di daerah
menjadi tethambat. Salah satunya
ketiadaan instruktur yang disebabkan
mutasi ke unit kerja lain yang tidak ada
kaitanmya dengan kompetensi yang
bersangkutan. Ind salah satu
permasalahan yang serius, untuk segera
dicarlkan jalan keluamya. Bahkan
Menakertrans sendiri menyampaikan
bahwa krisis instruktur yang ada di BLK
sudah pada tahap yang memprihatinkan.
Artinya BLK bisa tidak berfungsi atau
tutup gara-gara tidak ada Instruktumya.

Dalam rangka pembenaban BLK
ini, pemerintah dalam hal ini

Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi akan melaksanakan
program kerja dikembangkan untuk
meningkatkan keterampilan pencari
kerja dan peran ini membutuhkan
dukungan pemerintah daerah  pibak-
pihak terkait, .

Walaupun peran BLK
optimal dalam mencetak calon tenaga
kerfja yang terampil sebagaimana
diharapkan, namun tetap bharus kita

belum:

dorong agar kedepan BLK dapat menjadi
lokomotif dalam menjadi tempat
pelatihan kerja fomal maupun informal.
Pelatihan kerja merupakan keseluruhan
kegiatan memberi, memperoleh,
meningkatkan serta mengembangkan
kompetensi kerja, produktivitas, disiplin,
slkap dan etos kerja pada tingkat
keterampilan dan keahlian tertentu
sesual dengan jenjang dan, kualifikasi
Jabatan atau pekerjaan. Kalau menyimak
pengertian pelatihan kerja sebagaimana
diamanatkan Undang-Undang Nomoxr 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
tentunya peran BLK tidak hanya melatih
orang meinjadli memiliki keterampilan
kerja saja, tetapl harus bisa
meningkatkan etos kexja dan disiplin bagi
peserta yang ikut program pelatithan di
BLK.

SARANA PENGEMBANGAN SDM

Sebagai sarana tempat pelatihan
kerja, BLK juga dapat dikatakan sebagal
lembaga pendidikan bagl pengembangan
sumber daya manusia yang menghasiikan
tenaga kerja terampil yang slap memasuki
dunia kerja ‘mauvpun meningkatkan
ketrampilan bagl para pekerja agar lebih
berkompetensl.

Inti permasalahan dalam
pengembangan sumber daya manusia
berada pada peningkatan kulaitas
tenaga kerja yang mempu menjadi
pelaku-pelaku dalam berbagal bldang
kehidupan.
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Tenaga kerja itu sendiri pada dasarnya
ialah
berdimensi
dipandang
maupun

sumber daya manusia yang

banyak, baik manusia

secara fisik, intelektual,
moral. Karena ragamnya
dimensi sember daya manusia, maka
pengembangan sumber daya manusia
bisa cukup dibakukan oleh salah satu
sektor semata-mata.

Namun demikian, diantara sektor-
sektor dalam pembangunan, tanggung
Jawab
sumnber

terbesar dalam peningkatan

daya
kementerian

manusia berada
pendidikan nasional,
sebagai penanggung jawab sistem
pendidikan nasional. Sistem pendidikan
tersebut balk pendidikan pengelolaan
atan pendidikan sekolah. Pendidikan
luar sekolah terdiri dari berbagal
bentuk, diantaranya pendidikan
kelnarga, pendidikan masyarakat dan
pendidikan dilingkungan industri.
Sumber daya manusia tediri dari
dimensi kuantitatif
kualitatif tenaga kerja, prestasi tenaga
kerja yang memasuki dunia kerja dalam

jumlah waktu belajar adalah dimenst

dan dimensi

kualitatif sumber daya — manusia.
Sedangkan dimensi kuantitatif
mencakup berbagal potensi yang

terkandung pada setiap manusia, antara
lain pikiran (ide), pemgetahuan, sikap
dan ketrampilan yang memberikan
pengaruch terhadap kapasitas
kemampuan manusia untuk
melaksanakan pekerjaan yang produktif.

Jika pengeluaran untuk meningkatkan
kapasitas tersebut ditingkatkan, maka
nilal produktivitas darl sumber daya
manusia akan menghasilkan nilai balk
(rate of return) yang positif.

Pada dasamya teor!/ human capital,
yaitu suatu aliran pengeluaran yang
menganggap bahwa manusia merupakan
suatu bentuk kapital sebagaimana bentuk
kapital-kapital lainya, sepertl mesin,
teknologi, tanah, uang. material yang
menentukan pertumbuhan produktivitas
melalui investasi dirinya sendiri.

Sesecorang dapat memperiuas alternatif
untuk memilih profesi atau pekerjaan
yang pada giliranya akan meningkatkan
kesejahteraan. Human Capital, inl dapat
diaplikasikan melalui berbagal bentuk

investasi sumber daya manusia
diantaranya pendidikan formal,
pendidikan informal/pelatihan,

pengalaman kerja, kesehatan, gizi dan
transmigrasl.

Cara berpikir yang tertuang dalam teori
sumber daya manusia Ini sebenamya
mirip dengan “technological
functionalism”, Teorli ini menekankan
pada fungsi teknologis darli pendidikan
dan pendayagunaan sumber daya manusia
secara efisien. Teori ini menerangkan
bahwa pendidikan memiliki efisien dan
memiliki peran yang sangat menentukan
didalam perkembangan masyarakat.
Menuwrut teori sumber daya manusia,
tenaga kerja dianggap sebagal kapital
yang tercermin di dalam pengethuan,
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gagasan/ide, kreativitas dan ketramplilan
serta produktivitas keria. Jika tenaga
kerja dipandang sebagal pemegang
kapital, mereka dapat menglvestasikan
dirinya untuk kepentingan dirinya bukan
dimanfaatkan bagi
seseorang atau kelompok (majikan, tuan
tanah, pemilik modal). Jika cksploitasi

keuntungan

ini terjadi, tenaga kerja hanya memilki
fungsi sebagal alat produksi maupun
hasil produksi. Dengan demikian
keuntungan potensial mreka telah
dipindahkan ke tangan para pemilik
modal. Dalam suatu sistem produksi,
peningkatan produktivitas
dilakukan jika faktor-faktor produksi
lainnya diberdayakan oleh tenaga kerja.

dapat

Dengan konsep Ini, sumber daya
manusia tidak semata-mata dianggap
sebagai faktor produksi yang

konvensional, tetapl penggerak siustem
produlsi secara menyulurith,

Scjalan dengan konsep ini, maka
pengembangan sumber daya
manusia harus berdasarkan pada
prinsip-prinsip sebagal berikut;

a. Pembatasan dan
pendidikan harus

strategi

perluasan
diciptakan
hersama, dengan inl dilakukan upaya
peningkatan relevansi pendidikan
secara lebilh merata dan meluas
dalam berbagai jenis, jenjang, dan
Jjatur pendidikan.

b. Pengembangan dan pendayagunaan
limu pengetahuan dan teknologl
(IPTEK) yang memungkinkan untuk
menjadi sumber penggerak bagl
perluasan motivasi lapangan kerja.

c. Reformasi dibidang pendidikan dinas
yang sedang berkembang, dimana
kondisi ekonomi sudah maju dengan
berbasis perindustrian, maka strategl
pengembangan sumber daya manusia
diarahkan untuk teoritis pendidikan,
fungsi dan pengembangan riset
telmologl untuk
terciptanya ilmu pengetahuan dan
teknologi, yang sesual dengan
kebutuhan industri. '

d. Dinegara yang sudah maju periu
dilakukan Inovasi ditlap bidang
shingga strategi pengembangan
suniber daya manusia lebih terfokus
pada peningkatan muta pendidikan

mendorong

tinggal.

e. Berdasarkan pada hasil analisis
kondisi ketenagakerjaan secara
lengkap mencakup;

- kebutuhan tenaga kerja,

- sistem p(;.ndldikan formal dan non
formal,

-  struktur tenaga kerl]a damn
penggunaan tenaga kerja terdidik
yang berkualitas.

f. Inventarisasi kebutuhan tenaga kerja
dalam jangka pendek berdasarkan
pada estimasi kebutuhan tenaga kerja
dalam perspektif jJangka panjang.
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Peran balal latithan kerja yang tidak
semata-mata. scbagal lembaga
pendidikan Jalur non formal,
sebagaimana diuralkan diatas sedikit
banyak telah menyumbangkan investasl
dalam bidang sumber daya manusia.
investasi ini tidak jauh berbeda dengan
konsep Investasi manusia jnga dianggap
sebagal suatu entitas yang nilainya bisa
berkembang di kemudian harl melalui
suatu proses pengembangan nilal seperti
peningkatan sikap.

Perilaku, keahlian dan
Ketrampilan manusia dengan nilai-nilai
tersebut merupakan subyek darl
konsepsi sumber daya manusia atau

wawasan,

human capital, Pengembangan sumber

| daya manusia tersebut dapat dilakukan

melalui pendidikan dan pelatihan pada
berbagai jenjang dan jalur. Sumber daya
manusia bemilal jika kemampuan,
keterampilan dan pengetahuan yang
dimilki sesuai dengan kebutuhan hidup
dan sektor pembangunan yang
memberikan Keuntungan, balk bagi

individu maupun kepada masyarakat (
F.Barbison C.Meyers, 1964).

ERA OTONOMI DAERAH
Sejak kehadiran Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang

| Pemerintahan Daerah, dimana sejumlah

kewenangan telah diserahkan olch
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah, memungkinkan daerah untuk

melalkukan Lkreas!, Inovasi dan
improvisasl dalam upaya pembangunan
daerahnya. Femberiakuan otonomi daerah
tersebut membawa implikasi terhadap
perubahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang semula merupakan
kewenangan pemerintah pusat kemudian
diserahkan menjadi kewenangan
pemerintah daerah balk provinsi, maupun
kabupaten/kota.
Inilah yang disebut dengan
Desentralisasi, Pengertian desentralisasi
mentrut Kamus Besar Babasa Indonesia
terbitan Balai Pustaka Kemendiknas,
menyebutkan; Sistem pemerintahan yang
lebih banyak memberikan kekuasaan
kepada  pemenintah  daerah. Darl
pengertian tersebut dapat diartikan
sebagai bentuk pelimpahan kewenangan
Pemerintah Puasat kepada Pemerintah
Daerabh. Tahun 1999 merupakan titik
balik penting dalam sejarah desentralisasi
di Indonesia, karena akhimya Pemerintah
Pusat bersedia mendesentralisasikan
kewenanganya dengan lahimya Undang-
Undang Nomor 22 tahun 1999 jo Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1899 tentang
Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
Disadari bahwa pemberian porsi yang
lebih besar kepada daerah untuk
melaksanakan pembangunan dibidang
pendidikan membawa sejumiah Implikasi,
bidang administrasi,
kelembagaan, keuangan, perencanaan

dan sebagainya.

-+

seperti
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Semenjak era otonomi daerah
digulirkan, maka balai latihan kerja juga
tunit diserahkan kepada pemerintah
daerah. Bahkan daerah yang belum ada
balai Jatihan kerja, mereka berminat
untuk mendirikannya, dengan alasan
untuk memberikan bekal ketrampilan
kepada warganya. Bahwa balai latihan

kerja merupakan bagian dari program
ketenagakerjaan, sebagaimana amanat
Perarturan Pemerintah Nomor 38 tahun
2007 tenténg Pembagian  urusan
pemerintahan, antara kewenangan
Pemerintah, Pemerintahan Dacrah
Provinsi, Femerintahan Daerah

Kabupaten dan Pemerintahan Daerah
Kota, Pemerintah Pusat masih memiliki
kewenangan yang meliputi yaitu :

1). Politik luar negeri

2). Pertahanan Keamanan

3). Peradilan

4). Moneter dan Fiskal

5). Agama

Selain kelima hal tersebut diatas, ada
bidang lainnya yang tetap menjadi
kewenangan pemerintah pusat yaitu:
perencanaan nasional dan

pengendalian pembangunan sektoral
dan nasional secara makro, Kebljakan
dana perimbangan keuangan, Kebijakan
sistem administrasi negara dan lembaga
perekonomian negara, Kebijakan
pembinaann dan pemberdayaan sumber
daya manusia, Kebijakan pendayagunaan
teknologi tinggi dan strategis, serta
pemanfaatan kedirgantaraan, kalautan,

pertambangan dan kehutanan/
lingkungan hidup. Kebljakan Konservasi
serta kebijakan standarisasl nasional.

diatas,
wajib
diselenggaran oleh pemerintah daerah

Diluar kewenangan tersebut
bidang pemerintahan yang
kabupaten dan kota mellputi:

1.
2,
3.
4.

Pekerjaan umum
Kesehatan

Pendidikan dan kebudayaan
Pertanian

Perhubungan

Industri dan perdagangan
Penanaman modal
.Lingkungan hidup
Pertanahan

10. Koperasi

11. Tenaga ketja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan,
mengamanatkan bahwa pelatihan kerja
diselenggarakan dan diarahkan untuk
membekall, meningkatkan

mengembangkan kompetensi
quna meningkatkan kemampuan,
produktivitas dan kesejahternan.
Meningkatnya kesejahteraan bagi tenaga
kerja yang diperoleh karena terpenuhinya
kompentensi kerja malalul pelatihan
kerja. Pelatihan kerja dilaksanakan
dengan memperhatikan kebutuhan pasar
kerJa dan dunia usaha, baik di dalam
maupun diluar hubumgan kerja. Pelatihan
kerja diselenggarakan berdasarkan
program pelatihan yang mengacu pada

dan
kerja
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standar kompetensi kerja dan dilakukan
Jenjang dalam
pelatihban kerja pada umumnya terdiri
atas tingkat dasar, terampil dan ahlfi.
Dalam konteks Undang-Undang
Ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja
berhak untuk memperoleh danfatau
meningkatkan dan/atau
mengembangkan kerja

sesuai dengan dan

secara be;leq]ang.

kompetensi
bakat, minat
kemampuannya melalui pelatihan kerja.
Pengusaha bertanggung Jawab atas
| peningkatan dan/atau pengembangan
pekerjanya melalui
pelatihan kerja. Setlap pekerja memiliki

kompetensi

kesempatan yang sama untuk mengikuti
pelatihan kerja sesual dengan bidang
tugasnya.

Penyelenggara pelatihan kerja
dilaksanakan oleh lembaga pelatihan
kerja balk milik pemerintah maupun
lembaga pelatiahn kerja milik swasta.
Tempat dilaksanakan pelatihan kerja
dapat diselenggarakan ditempat kerja
maupun ditempat pelatihan.

Peserta yang telah selesal mengikuti
pelatihan kerja di balai latihan kerja,
tentu berhak memperoleh pengakuan
kompetensi kerja yang dilakukan melalui
sertifikasi kompetensi kerja yakni proses

pemberian sertifikasi kompetensi yang
dilakukan secara sistimatis dan
obyektif melalui kompetensi yang

mengacu kepada standar kompetensi
nasional dan/atau internasional.

Pelatihan kerja tidak dapat
dipisahkan dari pendidikan formal yang
harus dimiliki para peserta yang akan
maupun sedang melaksanakan pelatihan
kerja di balai latihan kerja. Dalam kontek
pelaksanaan otonoml daerah ditegaskan
bahwa sistem pendidikan nasional yang
bersifat sentralistis selama Ini kurang
mendorong terjadinya demokratisasi dan
desentralisasi penyelenggaraan
pendidikan. Sebab sistem pendidikan
yang sentralisasi diakai kurang bisa
mengakomodasi keberagaman daerah,
keberagaman sekolah, serta keberagaman
peserta didik.

aspirasi bagi

desentralisasi

Menguatnya
otonomisasi
pendidikan tidak terlepas darl kenyataan
adanya kelemahan konseptual dan

dan

penyelenggaraan pendidikan nasional,
yaltu; 1) kebljakan pendidikan nasionail
sangat sentralisitik dan serba seragam,
yang pada gilirannya ~mengabaikan
keberagaman sesual dengan realitas

kondisi ekonomi, budaya masyarakat
Indonesia di berbagai daerah, 2)
kebljaksanaan dan  penyelenggaraan

pendidikan nasional lebih berorientasi

pada pencapalan target-target tertentu,
sepertl target kurikulum, yang pada
giliranya mengabaikan proses
pembelajaran yang efektif dan mampu
menjangkau seluruh ranah dan potensi
anak didik.
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Sedangkan keberadaan batai Iatihan

kerja yang saat inl ada dipandang
belum optimal dalam melaksanakan
peranya meningkatkan kompetensi para
tenaga kerja. Bahkan saat ini banyak
balal latihan kerja yang semula dibawah
pembinaan pemerintah daerah, karena
alasan tertentu, dikembalikan kembali
kepada pemerintah pusat dalam hal ini
Hementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. Mengelola balai Iatihan
kerja memané memerinukan manajemen
yang baik serta di-back up dengan
anggaran yang memadai, sehingga dapat
berfungsi dengan Dbalk. Ketiadaan
anggaran merupakan salah satu alasan
pemerintah daerah untuk menyerahkan
kembali balai latihan kerja tersebut.
Oleh karena itu pemerintab harus lebih
fokus untuk penguatan peran balai
Iatihan keija perlu terus ditingkatkan
kapasistasnya. Dibarapkan balal latihan
kerja dapat menjadi lokomotif dalam
menciptakan tenaga kerja terampil yang
siap bersaing dipasar kerja nasional,
regional maupun internasional.

DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Kehadiran Undang-Undang Otonomi
daerah telah membawa sejumlah
perubahan dalam tatanan pemerintahan,
terutama dengan diserahkannya
sejumlaly kewenangan kepada daerah,
yang semula menjadi urusan penherlntah

pusat. Salah satu kewenangam tersebut

adalah dibidang pendidikan.

Namun otonomi dibidang pendidikan
berbeda dengan otonomi dibidang
pemerintahan lainnya, yang terhenti pada
tingkat kabupaten atau kota. Otonomi
dibidang pendidikan tidak hanya berhenti
pada tingkat kabupaten atau kota, tetapi
sampal pada uyjung tombak pelakasanaan
pendidikan di lapangan yaitu sekolah.
Banyak yang beranggapan bahwa
pelaksanaan otonomi daerah memberikan
harapan akan perbalkan penyelenggaraan
pendidikan dan pada giliranya
meningkatkan kualitas ount putnya.
Desentaralisasi pendidikan telah
diterapkan se¢jak  tahun 2001 dan
merupakan konsekuensi dari penerapan
desentralisasl pendidikan aebagallmma
amanat Undang-Undang. Sudah barang
tentu Pemerintah Daerah Kabupaten dan
Kota wajib menyelenggarakan pendidikan
bagi warganya, dengan mengalokasikan
angaran pendidikan yang memadai
didatam APBD mereka. Karena
bagaimanapun sektor pendidikan sangat
penting bagi peningkatan mutu sumber
daya manusia (SDM), disamping sektor-
sektor lainya.
Oleh karena kewenangan sektor
pendidikan tefah dilimpahkan kepada
pemerintah daerah Kabupaten dan Kota
maka mau tidak mau pimpinan daerah
berserta lembaga legeslatif bekerjasama
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untuk memqlﬁkan sektor pendidikan
didaerah dengan
kemampuan yang ada. Selain anggaran,
dalam upaya memajukan pendidikan di
daerah juga dilakukan penyederhanaan
mempersingkat birokrasi
pendidikan, meningkatkan inisiatif dan
kreativitas dalam mengelola pendidikan
yang lebih memungkinkan tercapainya
pendidikan pada daerah-daerah
terpencil serta yang lebih penting lagl
meningkatnya partisipasl masyarakat
dalam mendukung pendidikan.
Sementara itu selain hasil positif yang
sudah terlihat, termyata masih ada hal-
hal lain dalam pelaksanaan
desentralisasi pendidikan yang belum
memuaskan.

Hasil pengkajlan yang dilakukan
HKementerian Pendidikan Nasional cq.
Direktorat TK dan SD, menunjukan
bahwa pelaksanaan desentralisasi
pendidikan di Indonesia belum mampu
membawa peningkatan bagi
pengembangan pendidikan di daerah.
Dengan kata lain
pengembangan pendidikan didaerah
masih belum menunjukan perbedaan
berarti atan sama saja, antara sebelum
dan seduah dilaksanakan desentralisasi
pendidikan.  Bahkan
pendidikan dalam hal tertentn justru
malah menimbulkan kesulitan baru
dibandingkan dengan keadaan
sebelumnya.

mereka  sesual

dan

keadaan

desentralisasi

Hal ini tercermin dari hasil pengkajian
yang menemukan hal-halk sebagal
berikut; 1) dalam hal pendanaan
ketergantungan daerah akan dana dari
pemerintah pusat masih tinggi,
sementara komitmen pemerintah daerah
untuk menyediakan anggaran dana
pendidikan masih dipertanyakan. 2) dana
operasional sekolah balk sebelum

maupun sesudah desentralisasl
pendidikan sama saja, tidak ada
perbedaan yang berartl. 3) kinerja

pengelolaan pendidikan balk dingkat
birokrasl pendidikan di EKabupatenfkota,
kecamatan dan  {ingkat sekolah
cenderung masih sama antara sebelum
dan sesudah desentralisasi. &)
pemerintah daerah belum secara serius
melakukan pembangunan dan
pemelibaraan aspek fisik sekolah,
khususnya untuk sekolah dasar. 35)
bantuan sarana dan prasarana pendidikan
disekolah cenderung masih sama, atau

dengan kata lain penerapan
desentralisasl pendidikan tidak secara
langsungg mampu meningkatkan

ketersediaan sarana dan prasarana
pendidikan disekofah. 6) 'pemerintah
daerah masih belum mampu memenuhbl
‘kekurangan gumu dan meningkatan
kesejahteraan guru. 7) desentralisasi
pendidikan membawa kesulitan baru
dalam hal mutasi ke daerah lain, hal inl
karena daerah tersebut merasa memlliki
guru tersebut sebagali guru didaerahnya
sehingga sulit mengijinkan guru tersebut
pindah ke luar daerah mereka.
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Sementara disisi lain ada daerah yang
keberatan untuk menerima mutasl guru
masuk ke daerah mereka. 8) dalam hal
siswa, belum mampu
menlngkatkan. karena tidak ada
perbedaan prestasi antara sebelum dan
sesudah desentralisasi pendidikan.

Sektor pendidikan merupakan
salah satu schtor yang termasuk sektor
pelayanan dasar yang akan mengalami
perubahan secara mendasar dengan
berlakunya otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal, balk darli segi
birokrasi kewenangan penyelénggaraan
pendidikan maupun dari
pendanaannya.

Secara konseptual, terdapat dua
Jenis desentralisasi pendidikan yaitu ;
pertama, desentralisasi kewenangan
disektor pendidikan dalam hal
kebijakan pendidikan
pendanaannya dari pemerintah pusat ke
pemerintah  daerah (Provinsi dan
Kabupaten/Hota).

Kedua, desentralisasi pendidikan dengan
fokus pada pemberian kewenangan yang
lebih besar ditingkat sekolah. Konsep
desentralisasi pendidikan yang pertama
terutama berkaitan
daerah dan penyerahan penyelenggaraan
pemerintahan darl pemerintah pusat ke
pemerintah daerah provinsi, dan
khususnya kepada pemerintah
kabupaten dan kota. Karena pada
dasarmmya esensl sesungguhmya darl
pelaksanaan otonoml daerah terietak di
tingkat pemerintah kabupaten dan kota.

prestasi

aspek

dan aspek

dengan otonomi

Konsep desentralisasi pendidikan yang
memfolmskan pada pemberian
kewenangan yang lebih besar pada
tingkat sekolah dilakukan dengan
motivasi untuk meningkatkan kualitas
pendidikan.

Tujuan dan orientasi darl
desentralisasl pendidikan sangat
bervariasi. Jika yang menjadi tujuan
desentralisasi adalah pemberian

kewenangan disektor pendfdikan yang
lebih besar kepada pemerintah daerah,
maka folkus desentralisasi pendidikan
vang dilakukan adalah pelimpahan
kewenangan yang lebih besar Kkepada
pemerintah kabupaten/kota.

Dilain pihak jika yang menjadl tujuan
desentralisasi pendidikan adalah
peningkatan kualitas proses belajar
mengajar dan kualitas dari hasil proses
belajar mengajar tersebut, maka
desentralisasi pendidikan iebih
difokuskan pada reformasl proses belajar
mengajar. Partisipasi orang tua dalam
proses belajar mengajar dianggap
merupakan salah satu faktor yang paling
menentukan.

Dalam kenyataannya, desentralisasl
pendidikan yang dilakukan dibanyak
negara merupakan bagian darl proses
reformasi pendidikan secara menyeluruh
dan tidak sekedar merupakan bagian dari
proses otonomi daerah dan desentralisasi
fiskal. Desentralisasi pendidikan akan
proses pemberian
kewenangan yang lebih luas dibidang
kebljakan pendidikan dan aspek
pendanaanya dari pemerintah pusat ke

meliputi suatu
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pemerintah daerah, dan pada saat yang
bersamaan kewenangan yang lebih besar
Juga diberikan pada tingkat sekolah.

Untuk wmenunjang keberhasilan

pelaksanaan desentralisasi pendidikan
ini maka perlu ada bebagal upaya
strategis antara lain sebagal berikut;

1.

Kerja sama yang sinergis dalam
pengembangan pendidikan.

Sekalipun daerah
memberikan kewenangan yang lebih
Inas kepada pemerintah daerah
kabupaten/kota, dalam
pengembangan pendidikan masih
tetap diperlukan kerjasama yang
harmonis antara pemerintah pusat,
pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota. Desentralisasi tidak
perlu menimbulkan
kedaerahan yang sempit, sehingga
dinamika
pengembangan pendidikan. Justru
sebaliknya desentralisasl perin tetap
mengacu kepada kepentingan dan

otonomi

namsun

fanatisme

mempersulit

wawasan serta standarisasj nasional.

Peningkatan komitmen terhadap
pembangunan pendidikan.
Desentralisasl pendidikan &mt

berjalan dengan bailk jlka
komitmen yang kuat dari lembaga
legislatif maupun eksekutif di daerah
dalam menyediakan anggaran daerah
yang sailgat memadai bagi
pembangunan pendidikan didaerah.

ada

Selain itu peningkatan sumber daya
pengelola pendidikan di daerah juga
sangat diperilukan untuk memacu
percepatan pembangunan pendidikan
tanpa selalu bergantung pada
pemerintah pusat. Dalam hal ini
peranan dan kemandirian Dewan
Pendidikan sebagai mitra bagi
legeslatif dan cksekutif di daerah
sangat perin ditingkatkam, tanpa
harus bergantung pada bantuan dari
pemerintah pusat.

Penggalangan partisipasi masyarakat

melalul konsensus.

Partisipasi masyarakat dalam
membiayal pendidikan sangat
menunjang bagi keberhasilan

desentralisas] pendidikan. Dalam hal
ini pemerintah daerah harus mampu
menciptakan kesepakatan atau
konsensus dengan masyarakat untuk
mendukung penyelenggaraan
pendidikan di daerah. Konsensus ini
dapat dicapai melalul dialog demgan
berbagai komponen di masyarakat
yang memiliki perhatian terhdap
penyelenggaraan pendidikan,
misainya; Partai Politik, Organisasi
Massa Keagamaan, PGRI, kalangan
akademisi perguruan tinggi, dewan
pendidikan, komite sekolah dan
tokoh-tokoh perseorangan yang peduli
dengan dunia pendidikan. Untuk bisa
terwvujudnya dialeg dimaksud, maka
pemerintah daerah periu lebih aktif
mendekatl berbagal pihak tersebut.
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4.

5.

Untuk mendorong pertisipasi
masyarakat yang Iuas, maka
penerapan gagasan manajemen
berbasis sekolah dan berbasis
masyarakat periu ditingkatkan.
Peningkatan kualitas sumber daya
manusia.

Diperiukan untuk menyelenggarakan

pendidikan, baik di bidang
perencanaan, pengembangan
kurikuluam, manajemen  sekolah,

evaluasi, keahlian bidang studi dll,
periu dilakukan oleh setiap daerah
agar penyelenggaraan pendidikan
oleh daerah benar-bemar bisa
dilaksanakan dengan baik.
Peningkatan kualitas sumber daya
manusia dapat dilakukan dengan
cara memberikan kesempatan kepada
para birokrat penanggung jawab
pendidikan maupun para guru untuk
melanjutkan jenjang pendidikan yang
lebih tinggi maupun menglkuti
berbagai seminar, pelatihan,
penataran yang terprogram.

Pemberian bantuan pemerintah pusat
untuk daerah miskin.

Sekalipun desentralisasi pendidikan
menjadikan tanggungjawab
pemerintah pusat menjadi berkurang
dalam hai pembiyaan
penyelenggaraan pendidikan karena
sudah dilimpahkan ke pemerintah
daerah, namuin diharapkan
pemerintah pusat tetap memberikan

6.

bantuan khusus atau subsidi untuk
menunjang daerah-daerah miskin,
Misalonya melalul Dana Alokasi
Kbusus bidang pendidikan atau block
grant lainnya. Hal ini periu dilakukan
karena apabila daerah-daerah yang

secara e<konomi belum mampu

membiayai pendidikan
diwilayahnya maka desentralisasi
pendidikan bukanya  membawa

peningkatan kKualitas pendidikan bagi
masyarakat setempat,

namun ada

kemungkinan Justru malah
menurankan Kualitas maupun
kuantitas pertisipasi pendidikan
masyarakatnya. Selain itu untuk

menghindarl terjadinya kesenjangan
kualitas pendidikan yang mencolok
antara daerah yang miskin dan daerah
yang kaya. Adanya kesenjangan
ekonomi antar daerah ini disebabkan
antara lain karena potensli alam,
kualitas SDM masyarakatnya, letak
geografils, tingkat soslal ekonomi
masyarakat, sehinqgga pendapatan aski
daerah (PAD) belum dapat memenuhi
kebutuhan peningkatan pendidikan
diwilayahnya. Oleh karena ufuran
tangan pemerintah pusat sangat
diperiukan.

Monitoring dan Evaluasl
Berkelanjutan.

Kebaikan dan kelemahan
penyelenggaraan desentralisasi

pendidikan harus segera dapat
diketahul agar dapat dilakukan
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peningkatan bagi yang telah ada atan
perbalkan-perbalkan hagi yang masih
memiliki kelemahan. Oleh karena itu
pihak pemerintah pusat dan daerah
pihak lain
badan/lembaga yang terkait dapat
melakukan monitoring dan evaluasi

maupun seperti

yang berkelanjutan terhadap
pelaksanaan desentralisasi
pendidikan int.
PENINGKATAN PERAN BLK
Pemerintah Indonesia mendukung
penguatan upaya bersama dalam
mempromosikan peningkatan

Keterampilan dan produktivitas sumber
daya manusia diwilayah Asia-Pasifik,
yang difokuskan ke arah peningkatan
produktivitas tenaga kerja agar mampu
memaksimalkan pertumbuhan
kesempatan kerja dan pembangunan.
Salah satu wupaya nyata adalah
memprioritaskan program-program
pelatihan berbasis kompetensi yang
diadakan di balal latihan kerja. Hal ini
dilakukan untuk meningkatkan kapasitas
dan kompetensi pencari kerja yang
umumnya kaum muda, agar dapat
memasuki pasar kerja. Menakertrans
menyampaikan hal Inl dalam pertemuan
ke-5 Menterl Sumber Daya Manusla APEC
{Asia Pasific Economic Coorporation)
yang diadakan di Beijing, China.

Pelatihan kerja di balal latihan kerja
teriah terbukti efektif dalamm
meningkatkan keteramplilan dan
kompetensi para pencari kerja. Bahkan
rata-rata 85 - 90 % lulusan balal latihan
kerja langsung diserap pasar kexja. Hal
karena program pelatihan disesualkan
dengan kebutuhan pasar kerja dan
Industit. Dibeberapa negara anggota
APEC yang ekonoml lebih maju,
pendidikan dan pelatihan kejuruan telah
secara serlus dan konsisten dibangun
oleh pemerintah untuk mengantisipasi
pasar global. Oleh karena itu negara-
negara berkembang harus ikut belajar,
dan memprioritaskan
pendidikan dan pelatihan kejuruan.
Dalam kontecks global, Indonesia terus
melaksanakan program-program
pelatihan kejuruan dengan bekelja sama
dengan 10O dan beberapa Ilembaga
intemasional. Kerjasama ini dibutuhkan
untuk mendulamg program revitalisasi
BLK, termasuk penguatan isntruktur dan
menajemen. Jumiah balai latihan kerja
ada 11 BLK UFPTF milik Kemenakertrans
yang dalam kondisli balk dan menjadi
center of exellence serta 208 BLK UPTD
yang dikelola pemerintah daerah

diseluruh Indonesia.

Sepanjang tahun 2009, Kemenakertrans
hanya dapat melatih 107.000 orang
peserta umntuk menglkuti berbagai
pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK
dan hal ini dikarenakan minimnya

anggaran APBN.

mencermati
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Perkuatan kompetensi tenaga kerja
dalam negert untuk menghadapi era
globalisasi bisa dilaknkan dengan
berbagai cara. Salah satunya dengan
penerapan standar
intemasional pada standar pelatihan
tenaga kerja di balai latihan kerja
maupun pelatihan yang dilaksanakan
pihak swasta. Agar keberadaan balal
latihan kerja lebik optimal, perencanaan
awal hamus dilakukan deungan matang
serta tujuan dan porgramnya terukur.
KESIMPFULAN

Optimalisasl peran balai latihan
kerja harus lebih ditingkatkan, sebagai
wadah bagi peningkatan Kketrampilan
tenaga kerja dan pengembangan sumber
daya manusia. Hal ini penting karena era
globalisasi tidak mau akan
berimbas kepada persaingan pasar kerja
balk tingkat nasional maupun regional
kawasan. Seperti kita ketahuli saat ini
sudah ada forum APEC, AFTA, CAFTA dan
G-20.

kompetensi

Dalam kondisi ini mereka yang memilikl
keterampilan yang memadai tentu akan
memenangkan persaingan dalam mengisi
kesempatan Kkerja yang tersedia. Seiring
dengan hal tersebut, sektor pendidikan
juga memegang peran penting karena
baik sektor pendidikan formal maupun
pendidikan non
bertujuan meningkatkan kualitas sumber

daya manusia Indonesia.

formal sama-sama

Adénya
rencana untuk pelatihan calon tenaga
kerja di balai latihan kerja diusulkan
sistem pendidikan nasional,
merupakan gagasan yang baik. Sehingga
tidak ada kesenjangan antara dunia
pendidikan dengan kebutuhan pasar
kerja. Tenaga kerja Indonesia yang
berkualitas akan meningkatkan harkat
dan martabatnya yang pada gillirannya
akan meningkatkan kesgjahteraan
pekerja beserta keluarganya.***

masuk

Bambang Adl Imam Brojo, SH
Kasubag penelaahan Hukum Biro Hukum Kemnakertrans
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TINJAUAN HUKUM
TERHADAFP PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
DALAM PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Qleh : Alita D. Ramas, SH

PENGANTAR

Pelaksanaan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (selanjutnya disebut
PKWT) kerap mendapat tentangan darl
para pekerja/serikat pekerja dengan
berbagai aksinya, antara lain dengan
menyuarakan penghapusan sistem
kontrak karena dinilai sebagai bentuk
perbudakan baru di zaman modern
yang sangat merugikan bagl para
pekerja. PKWT dalam masyarakat
umum lebih dikenal dengan kontrak
kerja. Pekerja/serikat pekerja
melakukan pertentangan terhadap
kontrak kerja karena adanya penilaian
bahwa sistem kontrak kerja hanya
membuat para pekerja dalam posisi
tawar yang leblh rendah darli para
pengusaha/pemberl kerja, dimana
dalam praktikmya memang sering
terjadi pelanggaran. Pelanggaran-
pelanggaran ini kemudian
menimbulkan permasalah yang
kemudian berkembang menjadi
perselisihan hubungan Industrial.

Perselisihan hubungan Industrial
timbul karena adanya kelalaian
dan/atau pelanggaran dalam hal
pemenuhan syarat-syarat, baik pada
saat pembuatan, perpanjangan,
ataupun pembaharuan kontrak kerja.

Banyak pelanggaran tersebut
diselesaikan hingga tahap litigasi, yaitu
melalui Pengadilan Hubungan industrial.
Pelanggaran sehubungan kont}ak kerja
adalah mengenai jangka waktn serta jenis
sifat atau kegiatan yang
dipekerjakan, dimana pengusaha/ pemberi
kerja kurang memperhatikan mengenal
ketentuan-ketentuan
Pelanggaran-pelanggaran dalam
hubungan kerja dapat mengganggm
keharmonisan hbubungan kerja antara
pengusaha/pemberi kerja dan pekerja.
kerja antara
pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja
didasarkan pada perjanjian kerja.
Perjanjian kerja memupakan bagian dari
perjanjian (perdata) pada umumnya,
dimana sama-sama memiliki 2 (dua)
syarat penting, yaitu: syarat subjektif dan
syarat objektif. Perjanjlan kerja dibuat
atas dasar: kesepakatan kedua belah
pihak; kemampuan atau kecakapan
melakukan perbuatan hukam;
pekerjaan yang  diperjanjikan; dan
pekerjaan yang diperjanjlkan tidak
bertentangan dengan ketertibam umum,
kesusllaan, dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

dan

tersebut.

Hubungan

adanya
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Bentuk-bentuk  pelanggaran dalam
perjanjian kerja, khususnya PRWT, baik
dal!am  pembuatan, perpanjangan,
dan/atay pembaharuannya, antara
lain: tidak dibuat dalam Bahasa
Indonesla; dalam PEWT disyaratkan
adanya masa percobaan kerja; PKWT
diadakan untuk jenis-jenis pekerjaaan
yang sifatnya permanen ataa tetap:
pada saat akan  diadakan
pembaharuan, tidak terpenuhi syarat
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari;
serta yang paling banyak terjadi adalah
mengenal jangka waktu PKWT yang
hanya dapat diadakan untuk paling lama
2 (dua) tabun dan hanya boleh
diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka
waktu paling lama 1 (satu) tahun kerap
dilakukan menyimpang oleh pam
pengusahafpemberi kexja. Akibat hukum
darl pelanggaran-pelanggaran tersebut
adalah demi hukum PKWT beralih
menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Wakin
Tidak Tertentu). Pengaturan mengenai
PKWT dijabarkan lebih Jlanjut dalam
Keputusan Menterl Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
100 Talun 2004 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (selanjutnya disebut
Kepmenakertrans Nomor KEP.100/MEN/
VI2004).

Selain dari pelanggaran dan/atau
ketidaksesualan terhadap peraturan-

peraturan bidang  ketenagakerjaan
sebagaimana telah disebutkan di atas,

juga terdapat suatu konflik yang timbul
dalam hubungan kesja, baik yang
tercipta darl pihak pengusaha/pemberi
kerja ataw dari pekerja. Konflik dalam
hubungan kerja tersebut diantaranya
adalah perselisihan pemutusan
hubungan kerja (PHK) dan perselisihan
hak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor
2 tahun 2004 tentang Penyelesalan
Perselisihan Hubungan industrial
{selanjutnya disebut UU 2/200%) terdapat
4 (empat) jenis perselisihan hubungan
industrial, yaitu: perselisihan hak,
perselisihan kepentingan, perselisiban
PHK, dan perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh hanya dalam satu
perusahaan. Apabila perselisihan
hak/perselisihan kepentingan diajukan
secara bersama dengan perselisihan PHK
maka yang terlebih dahulu diputus
adalah perkara perselisihan
hak/perselisihan kepentingan.

Perselisihan bubungan industrial

wajib diupayakan penyelesaiannya
teriebih dahulu melalai perundingan
bipartit secara musyawarah untuk
mencapal mufalkat. Dalam hal |
perundingan bipartit gagal, maka salah
satn atau kedua  belah pihak
mencatatkan perselisihannya kepada
instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan setempat
dengan melampirkan bukti bahwa upaya-~
upaya penyelesalan melalul penindingan
biparit tefah dilakukan.

VPO HUNLIM VOLUME X8 NOMOR 1, MARCT, 2011

32




Sesual judul tulisan ini, kami | Keberatan Tergugat ini memiliki dasar
mengambil dan membahas Putusan | hukum yakni dalam Pasal 81 UU No. 2
Nomor: 194/PHLG/2007/PN.JKT.PST dan | tahun 2004:

Putusan MA Nomor: 189 K/Pdt.Sus/2008, :
yang menyangkut perselisihan PHK oleh | Menimbang, berdasarkan bukti-bukti
karena PKWT berakhir. Dari putusan | yang diajukan oleh kedua belah pihak,
tersebut ada beberapa hal yang perilu | memang terbukti tempat Penggugat
mendapat perhatian, yaitu kewenangan | melakukan pekerjaannya bukan di
mengadill (kompetensi pengadifan), | wilayah hukum DKI Jakarta melainkan di
perselisihan hak, perselisihan FHK, | Suban 2 Gas Project:

penetapan berakhimya hubungan ketja,
masa kerja, besarnya upall sebulan, wang| Menimbang, bahwa meskipun demikian

pesangon, dan upah proses. berdasarkan surat penawaran kerja dari

Pada tulisan ini, para pihak yang | Tergugat kepada Penggugat (bukti T-1),
berpekara disebut dengan X dan Y. Majelis berpendapat pengaturan kerja
Penggugat disebut dengan “X” dan; Penggugat ditentukan langsung oleh

Tergugmat disebut dengan “Y”. manajemen Tergugat yang berada di
Jakarta. Selain itu dalam Perjanjian
II. PERTIMBANGAN HUKUM Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara

Penggugat dengan Tergugat, dinyatakan
A. Pertimbangan Hukum Putusan | tempat Penggugat diterima bekerja

Pengadilan Hubungan Industrial | pada Tergugat adalah di Pekanbamu

(Putusan Nomor: | untuk bekerja di Suban 2 Gas Project,
194/PHI.G/2007/PN.JKT.PST) sementara lokasi Tergugat berdomisili
Menimbang, bahwa maksud dan | dan tempat ditandatanganinya

tujuan gugatan Penggugat adalah | perjanjian kerja tersebut adalah di
sebagaimana diuraikan tersebut di | Jakarta;

atas; .
Menimbang, bahwa Tergugat | Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-
meskipun tidak secara eksplisit | bukti di persidangan Majells
mengajukan eksepsi, namun dalam | berpendapat meskipun lokasi atau
dalil jawabannya telah terlebih dahulu | tempat FPenggugat bekerja adalah di
mengajukan keberatan jlka | wilayah hukum Sumatera Selatan,
perselisihan ini diadili di Pengadilan | namun terdapat fakta-fakta yang
Hubungan Industrial pada Pengadilan | menentukan antara lain: tempat
Negeri Jakarta Pusat mengingat lokasl | perjanjlan kerja, perintah penugasan
kerja dan perselisihan inl terjadi di | kerja terhadap Penggugat dilakukan
wilayah Sumatera Selatan. oleh manajemen yang berada di Jakarta.
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Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis
berpendapat dalam perselisihan ini
hubungan kerja antara Penggugat dengan
Tergugat memiliki faktor-faktor yang
berlangsung di wilayah hukum DKI
Jakarta. Berdasarkan pertimbangan
tersebut Majelis berpendapat Penggugat
berhak mengajukan gugatan perselisihan
hubungan industrial terhadap Tergugat di
Fengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atan
dengan kata lain, Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perselisihan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya
Penggugat telah mengajukan
perselisihan, yakni perselisthan hak dan

dua

perselisihan pemutusan hubungan kerja.
Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 86 UU
2 tahun 2004 Majelis teriebih dahulu
akan memeriksa dan
perselisihan hak sebelum memeriksa dan

mengadili
mengadill perselisihan pemutusan
hubungan Kerja;

Perselisihan Hak

Menimbang, dalam perselisihan hak
Penggugat telah memperselisihkan hak
mengenai jam kerja dan upah lembur, hak
cuti, dan penggantian blaya akomodasl
selama mengiluti pelatihan WPS atas

penugasan dari Tergugat;

Menimbang, bahawa dalam  dalil
gugatannya Penggugat menyatakan jam
kerja yang diberiakukan oleh Tergugat
kepada Penggugat adalah 12 jam kerja
sehari dengan 1 jam istirahat 7 hari
dalam 1 minggqu. Dengan demikian,

Tergugat telah mempekerjakan
Penggugat melebihi jam kerja. Kelebihan
Jam kerja ini berdasarkan
Nepmenakertrans Nomor

102/MEN/VI/2004 harus dibayarkan dalam
bentuk wuang lembur oleh Tergugat
kepada Penggugat. Jumlah jam lembur
yang seharusnya dibayar Tergugat
kepada Penggugat seluruhnya berjumiah
Rp 150.206.150,- (seratus lima puluh
juta dua ratus enam ribu seratus lima
puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat pernah
menerima penggantian hak cuti selama 2 |
minggu setelah bekerja 12 minggu untuk
karyawan non staff pada periode 1
sejumlah Rp 4.655.000, ditambah uang
tiket Rp 1.710.000.-. Pada perode 11 dan
1 Tergugat tidak menerimanya karena
itu Tergugat untuk
membayarkannya  yang
berjumlah Rp. 10.255.000,-;
Menimbang, bahwa Tergugat pernah
mengikutsertakan Penggugat mengikuti
pelatihan WPS (welding procedure) di
BLK Condet Jakarta Timur dari tanggal
18 Agustus 2005 sampai 5 September
2005. Hal tersebut belmn dibayarkan

Tergugat kepada Penggugat.

menuntut

seluruhnya

INFO HUXUM VOLUME XTH NOMOR 1, MARET, 2011

34




Oleh Kkarena itu, Penggugat menuntut
Tergugat untuk membayarkannya yang
seluruhnya berjumlah Rp315.000 x 20=Rp
650.000,-

Menimbang, bahwa hak Penggugat atas
uang lembur ternyata telah dibantah oleh
Tergugat yang berpedoman pada clausul
dalam PKWT yang menyatakan upah yang
diterima Penggugat telah diasumsikan
sebagal uang lembur (bukti P-5 = T-2, T-3
dan T-4);

Menimbang, 'bahwa berdasarkan
Kepmenakerirans Nomor HKEP-102/MEN/
VI/2004 Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)
dinyatakan: “Dalam hal terjadi perbedaan
perhitungan tentang besarnya upah
lembur, maka yang berwenang
menatapkan besar upah lembur adalah
pengawas Lketenagakerjaan kabupaten/
kota™. Apablia salah satu plhak tidak
dapat menerima putusan Pengawas
ketenagkerjaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), maka dapat meminta
penetapan ulang kepada Pengawas
ketenagakerjaan di provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-
fakta dari kedua belah pibak, temyata
Penggugat atau Tergugat belum meminta
penetapan tentang status besarnya uang
lembur yang berhak diterima oleh
Penggugat kepada Pengawas
ketenagakerjaan kabupaten/ kota;
Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut Majelis
berpendapat gugatan perselisihan hak
mengenai uang lembur belum waktunya
diajukan ke Pengadilan Hubungan
Industrial, karena itu ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat
mendalilikan berhak atas biaya
akomodasi selama Penggugat mengikuti
pelatihan WPS (welding procedure) di
BLK Condet Jakarta Timur dari tanggal
18 Agustus 2007 samapai 5 September
2005. Namun, dalam persidangan ini
Fenggugat tidak mengajukan dalif-dalil
atau alat bukti yang membuktikan bahwa
Penggugat berhak atas blaya akomodasi
tersebut. Sementara Tergugat telah
membukiikan telah menangaqung
akomodasi Penggugat selama mengikut]
pelatihan tersebut (buktl T-9);
Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut maka tuntutan
Penggugat atas biaya akomodasi selama
mengikuti pelatihan WPS ditolak;
Menimbang, bahwa mengenai tuntutan
Penggugat atas wnang Majells
berpendapat Tergugat telah mengajukan
alat bukti yakni T-6 sampal dengan T-8
telah
memenuhl hak Penggugat dengan cara
membelikan tiket pesawat Penggugat
yang melakukan cuti, sebagaimana
diatur dalam peraturan perusahaan
Tergugat yang diajukan Penggugat
dalam bukti P-16. Dalam buktl T-8
tersebut Majelis juga menemukan fakta

cutl

yang membuktikan Tergugat

bahwa Penggugat telah memberikan
persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut maka tuntutan
Penggugat atas uang cuti kepada
Tergugat harus ditolak;
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Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
Menimbang, bahwa Penggugat terlkat
hubungan kerja berdasarkan perjanjian
kerja waktu tertentu (PKWT), selama tiga
periode, yaitu:

pertama : 18 Agustus 2005 sd. 17
Desember 2005;

kedua : 18 Desember 2005 sd. 17
April 2006;

ketiga t 3 Mel 2006 sd. 2 Agustus
2006;

Menurut Peﬁggugat karena pelaksanan
PKWT tersebut telah melanggar Pasal 59
ayat (4), ayat (7), dan ayat (6) yang
berakibat deml hukum PKWT antara
Penggugat dengan Tergugat menjadi
perjanjian kerja waktu tidak tertentu
(PKWTT);

Menimbang, bahwa karena hubungan
kerja antara Penggugat dengan Tergugat
belum terputus, maka Penggugat
menuntut Tergugat untuk membayar
'| upah proses sejumlah 6 x Rp 10.000.000,-
= Rp 60.000.000.-;

Menimbang, bahwa menurut Y perjanjian
hubungan kerja antara Tergugat dengan
Penggugat berakhir sejak FKWT itu
berakhir. Dengan terputusnya hubungan
kerja maka berakhir pula segala hal yang
menyangkut hak dan kewajiban dari pihak
pekerja (Penggugat) dengan pihak
pengusaha (Tergugat): ,
Menimbang, bahwa terhadap perselisihan
ini Majells berpendapat pada PKAT X
periode 18 Agustus 2005 sd. 17
Desember 2005, Penggugat telah bekerja
di Suban 2 Gas Project dengan jabatan
sebagai pipeline welder;

Menimbang, bahwa setelah PKWT
pertama herakhir tanggal 17 Desember
2005, temyata hubungan kerja antara
Penggugat masih berlangsung tanpa
terputus. Dalam hal ini Penggugat
dengan Tergugat telah melakukan
perpanjangan PKWT untuk periode kerja
18 Desember 2005 sampal dengan 17
April 2006. Tempat dan jabatan
Penggugat pada PHKWT perpanjangan
adalah sama dengan PKWT sebelumnya;
Menimbang, bahwa setelah PKWT kedua
berakhir pada tanggal 17 April 2006,
Tergugat mempekerjakan kembali
Fenggugat dengan melakukan PKWT
untuk periode kerja 3 Mel 2006 sampal
dengan 2 Agustus 2006.

Tempat kerja dan pekerjaan yang
dilakukan oleh Penggugat pada PKWT
ketiga ini adalah sama dengan PEWT 1
dengan PRKWT II yaknl bekerja di Suban 2
Gas Project dengan jabatan sebagai
pipeline welder. PRWT I1I tersebut secara
Jelas terbuktl merupakan kelanjutan dari
PKWT Il yang menurut Pasal 59 ayat (6}
UU: 13 tabun 2003 merupakan PKWT
pembaharuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jangka
waktu dilakukannya PKWT I[I1 dengan
PEKWT 11, waktu yang terselang adalah
antara 18 April 20068 sd. 2 Mei 2006
yakni 15 hari;

Menimbang, bahwa menurut UU Nomor
13 tahun 2003 Pasal 59 ayat (4)
“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
yang diadakan untuk paling lama 2 (dua)
tahun dan hanya boleh diperpanjang 1
(satu) kali untuk jangka wakta 1 (satu)
tahun”.
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Selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (6),
“Pembabaruan perjanjian kerja waktu
tertentu hanya dapat dladakan setelah
melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga
puluh) hari berakhimya perjanjian waktu
tertentu yang lama, pembaharuan
perjanjian waktu tertentu ini hanya boleh
dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2
(dua) tahun”, kemudian berdasarkan
Pasal 59 ayat (7) dinyatakan secara jelas:
“perjanjian kerja untuk waktu tertentu
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksad pada ayat (1), ayat (2), ayat (4),
ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum
menjadi perjanjian PKWTT",

Menimbang. bahwa meskipun
berdasarkan Pasal 59 ayat (6) dan ayat
{7) PKWT. Penggugat demd hukum
berubah menjadi PKWTT. Namun,
berdasarkan pekerjaan dalam PKEWT
tersebut maka bekerjanya Penggugat
pada Tergugat adalah untuk melakukan
pekerjaan proyek pengelasan pipa yang
Jangka waktu penyelesalannya fidak
terlalu lama dan dalam kenyataannya
sudah selesal dilaksanakan. Dengan
demikian, Majelis berpendapat sangatlah
sulit - untuk memenuhd tuntutan
Fenggugat untuk bekerja scbagai pekerja
tetap Tergugat mengingat pekerjaan
yang harus dilakukan Penggugat telah
selesai. '
Meskipun  demikian karena PEKWT
Penggugat telah berubah menjadi PKWTT
maka sehubungan dengan berakhirnya
PKWT IIl1, maka Tergugat wajib membayar
kompensasi pemutusan hubungan kerja

terhadap Penggugat sebagal pekerja
dengan status PKWTT:

Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut maka Majelis
Hakim menetapkan kompensas]

pemutusan hubungan kerja yang berhak
diterima oleh Penggugat adalah sesual
dengan formula yang diatur dalamm UU
Nomor 13 tahun 2003, yaknl uang
pesangon sesual dengan 2 (dua) Kkall
ketentuan Pasal 156 ayat (2), wang
penggantian hak sesuai dengan Pasal
156 ayat (4). Uang penghargaan masa
kerja belum berhak diterima oleh
Penggugat karena masa kerja Penggugat
pada Tergugat masih belum mencapal 3
(tiga) tahun sebagaimana ditentukan
oleh Pasal 156 ayat (3) UU Nomor 13
tahun 2003;

Menimbang, bahwa besarnya upah
sebagai dasar perhitungan uang
pesangon, Majelis akan berpedoman |
pada Pasal 157 UU Nomor 13 tahun
2003, akan tetapi karena kedua belah
pihak tidak mengajukan buktl berapa
besamya upah Eetap Penggugat 1 (satu)
bulan, yakni upah tetap sebulan
berdasarkan perhitungan waktu 40 jam
seminggu, maka Majelis menyerahkan
besarnya upah tetap sebulan tersebut
pada kesepakatan kedua belah pihak
atau setelah mendapatkan selisih antara

upah tetap dan upah iembur
berdasarkan penetapan Pengawas
ketenagakerjaan kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada Pasal 13
ayat (1} dan ayat (2) Kepmenakertrans
Nomor 102 tahun 2004 tentang Waktu
Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur:
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Menimbang, bahwa dalam perhitungan
kompensasi pemutusan bubungan kerja
inl masa kerja Penggugat akan ditentukan
berdasarkan keseluruhan lamanya masa
kerja Penggugat kepada Tergugat yang
tertera dalam 3 PKWT yang dijalankannya
berdasarkan bukti P-5 = T-2, T-3 dan T-4
yakni 11 bulan atau kurang 1 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian

kompensasi pemutusan hubungan kerja
yang berhak diterima oleh Penggugat
adalah uang' pesangon sebesar 2 kall
upah tetap sebulan Penggugat ditambah
15% darli uang pesangon yang diterima

Penggugat dari Tergugat:
Menimbang, bahwa meskipun Tergugat

mendalilkan upah yang diterima oleh
Penggugat sudah termasuk upah lembur,
namun karena tidak ada bukti-bukti
lainnya selain yang dibuktikan maka
Majelis akan menectapkan upah tetap
Penggugat sebesar Rp 7.315.000,- yakni
upah sehari sebesar Rp 332.500,-
dikalikan 22 hari kerja;

Menimbang, babwa berdasarkan
pertimbangan di atas maka Majelis hakim
akan menolak tuntutan Penggugat agar
hubungan kerja dengan Y dinyatakan
tidak terputus dan menjadi PKWTT;

Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut Majelis hakim
akan menyatakan hubungan kerja antara
Penggugat dengan Tergugat putus dan
berakhir sejak tanggal berakhirnya
pembaharuan PKWT, yakni sejak tanggal
13 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan
tuntutan atas upah proses sejumlah Rp
60.000.000,- Majelis berpendapat karena
pekerjaan dan hubungan kerja antara
Penggugat dengan Tergugat pada
dasamya sudah selesal maka tidak ada
pekerjaan yang dilakukan Penggugat
pada Tergugat karena itu juga tuntutan
atas upah tidak dapat
dikabuilkan;

proses

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal
yang telah dipertimbangkan maka
Majelis akan menyatakan mengabulkan
gugatan X untuk sebaglan;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan
yang diajukan Penggugat lebih dari 150
Jjuta rupiah maka berdasarkan Pasal 58
UU Nomor 2 tahun 2004, para pihak akan
dikenakan biaya perkara. Karena gugatan
Penggugat dikabulkan sebagian maka
Majelis akan membebankan biaya
pertkara inl untuk ditanggung oleh
Tergugat yanq seluruhnya berjumlah Rp
642.000,- {(enam ratus empat puluh dua
ribu rapiah);

Menimbang., bahwa berdasarkan hal-hal
yang telah dipertimbangkan Maka Majelis
berpendapat tidak dapat mengabulkan
tuntutan Penggqugat:

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor
2 tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial dan
Peraturan Perundang-undangan lain

yang bersangkutan;
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B. Pertimbangan

Amar Putusan

1. Mengabulkan gugatan FPenggugat
untuk sebaglan;

Menyatakan hubungan  kexja
antara Penggugat dan Tergugat
putus dan berakhir s¢jak tanggal
13 Agustus 2006;

Menghukum  Tergugat  untuk
membayar kompensasi pemutusan
hubungan kerja kepada
Penggugat yang terdirli dari vang
pesangon sebesar 2 {dua) kali
upah tetap sebulan Penggugat
ditambah uang penggantian hak
sebesar 15% dari uang pesangon
yang diterima oleh Penggugat dari
Tergugat sebelumnya sebesar Rp
16.824.5000,- (enam belas juta
delapan ratus dua puluh empat
ribu lima ratus rupiah);

2.

4. Menolak gugatan Penggugat
selain dan selebihnya;
5. Menghukum  Tergugat  untuk

membayar blaya perkara sejumlah
Rp 742.000,- (tujuh ratus empat
puluh dua ribu rupiah);

Hukum Putusan
Mahkamah Agung {Putusan MNomor:
189 K/Pdt.Sus/2008)

Menimbang bahwa terhadap alasan-
alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat: '
Menimbang bahwa terlepas dari
alasan-alasan kasasi tersebut di atas,
menurut pendapat Mahkamah Agung
Judex factie telah salah menerapkan
hukum dengan pertimbangan sebagai
berikut:

a. Dalam

hal tanggal penetapan

berakhimya hubungan kerja:

- bahwa pertimbangan hukum judex
factie yang menyatakan PKWT a
quo demi hukum menjadli PKWT
dan menolak
hubungan kerja antara Pemohon
Kkasasi dan Termohon kasasl dapat
dibenarkan. namun Judex factie
telah salah menerapkan hukum
dengan memutuskan hubungan
kerja @ gwo terhitung sejak
tanggal 13 Agustus 2006;

- babwa hubungan kerja antara
Pemohon kasasi dan Termochon
kasasl demi hukum menjadi
PKWTT dan oleh juder factie tidak

diteruskan atan hamus

meneruskan

dapat
diputus;

- bahwa berdasarkan ketentunan
Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 155
ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang PHK dalam
perkara a# guo hams berdasarkan
putusan FHI;

- bahwa sudah sepatutnya dan adil
bila hubungan kerja antara
Pemohon kasasi dan Termohon
kasasi putus terhitung sejak akhir
Februari 2007, yaitu 6 (enam)
bulan sejak berakhimya hubungan
kerja berdasarkan PKWTT periode
ill (3 Mei 2006 sd. 2 Agustus
20086);
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b. Dalam hal lamanya masa kerja

Pemohon kasasi:

- bahwa karena PKWIT a gquo
sebagaimana yang dipertimbang-
kan oleh juder factie bahwa antara
PKWT I (periode 3 Mei 2006 sd. 2
Agustus 2006) dengan PKWT 11
{periode 18 Desember 2005 s.d 17
April 2005), baik dilihat dari segl
perpanjangan PKWT maunpun
pembabaruan PKWT bertentangan
dengan ketentuan dalam Fasal 59
Undang-Undang Nomor 13 Tabun
2003, maka sudah seharusnya
PKWT a guo demi hukum menjadl
PKWTIT terhitung sejak adanya
pelanggaran ketentuan dalam
Pasal 59 Undang-Undang Noinor 13
Tahun 2003 yang dalam hal ini
adalah terhitung sejak dibuatnya
PKWT periode 1II, yaknl terhitung
sejak tanggal 3 Mei 2006;

- bahwa karena hubungan kerja
antara Pemoho kasasi dan
Termohon kasasi (dinyatakan putus
terhitung sejak akhir Februari
2007, maka sudah seharusnya
lamanya masa hubungan Kerja
dihitung sejak 3 Mei 2006 sampal
dengan akhir Februari 2007 yaitu
kurang daxl 1 (satu) tahun;

<. Dalam hal besamya upah sebulan:

- bahwa pertimbangan hukum judex
factie tentang besamya upah
Pemohon kasasi perbari untuk
dasar perhitungan penyelesalan
PHK dalam perkara inl sebesar

Rp 332.500,- seharl dapat
dibenarkan, namun judex factle |
telah salah menerapkan hukum
untuk besamya wupah sebulan
sebesar 22 kall upah sehart;
bahwa berdasarkan ketentuan
Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 besarnya
upah sebulan adalah.30 kali upah
seharl dan oleh karemanya sudah
seharusnya besarnya upah
FPemohon kasasl sebulan adalah
30 x Rp 332,500 = Rp
5.975.000,-;

d. Dalam hal perhitungan hak Pemohon
kasasi atas uang pesangon dan uang

penggantian hak atas pe.nggantian
perumahan serta pengobatan dan

perawatan:

bahwa pertimbangan hukum judex
factie Pemohon kasasi berhak
atas uang pesangon sebesar 2 kali
ketentuan Pasal 156 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 dan penggantian hak atas
penggantian perumahan serta
pengobatan dan perawatan
sebagaimana dimaksud ketentuan
Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 dapat
dibenarkan;
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Oleh  karena kasasi
mempunyal masa kerja kurang dari 1
tahun dan menerima upah sebesar Rp
0.075.000 secbulan, maka sudah
seharusnya Pemohon Kkasasi berhak
atas uang pesangon dan uang
penggantian hak atas penggantian
perumahan serta pengobatan dan
perawatan dengan perhitungan
sebagal berikut: |

Pemohon

Uang pesangon:
2 X (l X np 90975-000,")...0.!-..oano-ccalnot=
Rp19.950.000.-

Uang penggantian hak atas
penggantian perumahan serta
pengobatan dan perawatan

- 15% x Rp 19.950.000,-...ccc0vvcreraerases =
Rp 2.992.500,- ;
Jumlah: ..... = Rp 22. 942.500,- ;

bahwa karena hubungan kerja antara
Pemohon kasasi dan Termohon kasasi
dinyatakan putus terhitung sejak
akhir. Februari 2007 dan Pemohon
kasas{ di FHK oleh Termohon kasasi
terhitung sejak tanggal 2 Agustus
2006 yang semula oleh Termohon
kasasi PHK a quo terjadl demi hukum
karena telah berakhimya hubungan
kerja sebagaimana yang ditetapkan
dalam PKWT III;

bahwa dengan pertimbangan bahwa
Pemohon kasas| selama masa proses
& gqguo secara faktual tidak bekerja
serta memperhatikan  nilai-nilai
kepatutan dan rasa keadilan maka
sudah seharusnya hak Pemohon
kasasl atas upah proses a guo
ditetapkan sebesar 6 bulan dengan
perhitungan 6 x Rp 9.975.000,- = Rp
59.850.000.-;

Menimbang bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut di atas, menurut
pendapat Mahkamah Agung terdapat
cukup alasan untuk mengabulkan
permohonan kasasi yang diajukan oleh
Pemohonan kasasi: X tersebut dan
membatalkan putusan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negerl Jakarta Pusat
194/PHI/G/2007/PHIL.PN.JKT.PST tanggal
13 September 2007 dan Mahkamah
Agung akan mengadili sendirl perkara ini
iengkapnya berbunyi
sebagaimana yang akan disebutkan di
bawah ini: |
Menimbang bahwa karena nilal gugatan
dalam perkara & gquo Rp 150.000.000,-
{seratus lima puluh juta rupiah) ke atas
dan permohonan kasasi dari Pemohon
kasasi dikabulkan, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 58 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 blaya perkara
dibebankan kepada Termohon kasasi;

Nomor:

dengan amar
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Memperhatikan pasal-pasal darfi Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-
Undang Nomor 4 Tabun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan
peraturan perundang-ndangan lain yang
bersangkutan;

Amar Putusan

Mengabulkan gugatan Penggugat
(sekarang Pemohon kasasi) sebagian;

1. Menyatakan hubungan kerja antara
Penggugat dan Tergugat putus dan
berakhir sejak akhir Februari 2007;

2. Menghubkum Tergugat/Termohon

kasasi untuk membayar hak

Fenggugat/Femohon kasasi atas uang

pesangon dan uang penggantian hak

atas penggantian perumahan serta
pengobatan dan perawatan yang

seluruhnya berjumiah Rp 22.942.500,-

(dua puluh dua juta sembilan ratus

empat puluh dua ribu lima ratus

rupiah);

3. Menghukum Tergugat/Termohon

kasasi membayar hak

Penggugat/Pemohon kasasi atas upah

proses yang selurwhnya berjumiah Rp

59.850.000,- (lima puluh sembilan

juta delapan ratus lima puluh ribu

rupiah);

untuk

4. Menolak gugatan Penggugat/
Pemohon kasasi selebihnya;

Menghukum Tergugat/Termohon
kasasi untuk membayar biaya perkara

dalam semua tingkat peradilan, yang
dalam tingkat kasasi ini berjumlah Rp
500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

ANALISIS

Berdasarkan pada pertimbangan

hukum Pengadilan Hubungan

Industrial dan Mahkamah Agung,

maka kami memberikan analisis-

analisis, sebagai berlkut:

1. Hewenangan mengadili
Dalam Putusan Pengadilan
Hubungan  Industrial
194/FHL.G/2007/PN.JKT.PST,
disinggung pula perihal
kompetensi pengadilan yang
diajukan oleh Y. Y dalam dalil
Jawabannya telah teriebih dahuln
mengajukan keberatan Jika
perselisihan hubungan industrial
ini diadilt di Pengadilan
Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negerl Jakarta Pusat
mengingat lokasl kerja dan
perselisiban terjadl di wilayah
Sumatera Selatan.
Keberatan Y berdasar pada
ketentuan dalam UU 2/2004, yaitu:
gugatan perselisihban hubungan
industrial diajukan kepada

Nomor:
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2.

Pengadilan Hubungan ndustrial
pada Pengadilan Negerli yang
daerah hukumnya meliputi tempat
pekerja bekerja. Namun, tidak
selalu ketentuan jni diterapkan
dalam bukum
Pengadilan Hubungan Industrial,
mengingat pula bahwa penugasan
tempat perjanjian kerja, perintah
penugasan kerja terhadap X
dilakukan oleh manajemen yang
berada (il Jakarta. Berdasarkan
fakta-fakta Majelis
Hakim berpendapat dalam
perselisihan ini hubungan kerja
antara X dan Y memiliki faktor-
faktor yang beriangsung di wilayah
hulkum DKl Jakarta, meskipun
lokasi atau tempat X bekerja
adalah di wilayah hukum Sumatera
Selatan.

acara pada

tersebut,

Perselisihan Hak

X yang berstatus sebagal
pekerja harian, menerima wupah
harian sesuai dengan work order. X
bekerja 12 (dua belas) jam/hari
dengan 1 (satu) jam istirahat 7
(tujuh) hari dalam seminggu. Atas
over time pada jam kerja X maka
dirinya berhak atas upah lembur.
Dengan demikian, X menuntut
kepada Y agar dibayarkan upah
lembur sebagal haknya.

Ketentuan mengenal jam kerja dan upah
lembur berpedoman pada UUK,
Keputusan Menterl Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 234 Tahun 2003
tentang Wakiu Kerja dan Istirahat Pada
Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya
Mineral pada Daerah Tertentu
{Kepmenakerirans Nomor
Kep.234/MEN/2003), dan Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 102 Tahun 2004 tentang Waktu
Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur
{Kepmenakerfrans
Kep.102/MEN/2004).
X mengajukan gugatan atas wang lembur
industrial,
namun oleh Pengadilan Hubungan
Industrial gugatan tersebut ditolak.
Gugatan atas uang lembur ditolak oleh
FPengadlian Hubungan Industrial
dikarenakan belum mendapat penetapan
darl Ketenagakerjaan
Kabupaten/kota. Pengawas
ketenagakerjaan memberikan penetapan
tentang status besarnya uang lembur
setelah diminta dari kedua belah pihak,
baik Penggugat maupun Tergugat.

Nomor

ke FPengadilan Hubungan

Pengawas

Selanjutnya, tuntutan X  berupa
penggantian biaya akomodasi selama
mengikuti pelatihan welding procedure
(WPS), uang cuti, dan uang penghargaan
masa kerja, tidak dapat dipenuhi atan
ditolak.
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Hal ini dikarenakan Y dapat
membuktikan telah menanggung
akomodasl X selama mengikuti

pelatihan WPS. Y memberikan hak cuti
pada X dengan membelikan tiket
pesawat kepada X yang melakukan
cuti, sebagalmana diatur dalam
Peraturan Perusahaan. Sedangkan,
tuntutan X berupa uang penghargaan
masa kerja tidak dapat dipenuhi
melalui Putusan Pengadilan Hubungan
Iindustrial dikarenakan masa kerja X
adalah kurang dari 1 (satu) tabun atau
hanya 11 ({sebelas) bulan, dimana
dalam UUK uwang penghargaan masa
kerja diberikan kepada pekerja dengan
masa kerja minimal 3 {tiga) tahum.

Ferselisihan PHK

Fengadilan  Hubungan Industrial
menetapkan perihal berakhirnya
hubungan kerja yaitu pada 13 Agustus
2006 (pada saat PKWT periode Il
berakhir}, sedangkan Mahkamah
Agung menetapkan perihal
berakhimya hubungan kerja yaitu pada
Februari 2007. Melihat kasus yang
terjadl antara X dan Y, maka PHK
tersebut terjadi karena berakhirnya
PKWT/kontrak kerja tidak dilakukan
perpanjangan. Dalam UUK, hanya datur
perihal PHK Berdasarkan Kketentuan
Pasal 151 ayat (3) jo. Fasal 155 ayat
(1) UUK, PFerusahaan/pemberi kerja
dapat melakukan PHK  kepada
pekerjanya setelah  meudapatkan
penetaban dari Pengadilan Hubungan
Industrial.

FHK tanpa penetapan terleblh dahulu
darl Pengadilan Hubungan Industrial
batal demi bukum. Selama belum ada
penetapan darl Pengadilan Hubungan
Industrial, baik pengusaha dan pekerja
harus tetap melaksankan kewajibannya.
Oleh karena PHK yang dllakukan Y
terhadap X adalah batal demi hukum,
maka PEWT demi hukum menjadi PKWTT.
Artinya, secara otomatis X menjadi
pekerja tetap Y tampa perlu adanya
pengangkatan melalul SK.

Fembaharuan PKWT (periode III: 3 Mel
2006 sd. 2 Agustus 2006) terdapat
ketidaksesualan dengan ketentuan VUK,
dimana seharusnya pembaharuan FPKWT
dilakukan setelah melebihi masa
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak berakhimya PKWT yang lama dan
pembaharuan PKWT ini hanya boleh
dilaknkan 1 (satu) kali serta paling lama
2 {(dua) tahun.

Fenylmpangan pada kasus inl adalah
bahwa pembaharuan PKWT antara X dan
Y dilakukan dengan mengabaikan masa
tenggang waktu 30 (tiga puluh) harl
sgjak berakhimya PHWT yang jama.
PKWT lama (PKWT periode II) sebelum
akan diadakan pembaharuan bervakhir
pada 17 April 2006, sehingga jangka
waktu yang berselang antara 18 April
2006 sd. 2 Mei 2006 adalah hanya
selama 15 (lima belas) hari.
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Pembaharuan PRWT yang sesual dengan
ketentuan UUK adalah dilakukan setelah
tenggang waktu 30 (tiga pulubh) darl
berakhimya PRWT periode . Adapun
konsckuensi darl ketidaksesualan proses
pembaharuan FPKWT tersebut adalah
demi hukum PKWT beralih menjadi
PEKWTT. Selain itu juga, terdapat fakta
bahwa pada saat akan dilakukan
perpanjangan PKWT (periode I ke periode
II) diketahui dilakunkan tanpa adanya
pemberitahuan' secara tertulis terlebih
dabulu kepada pekerja bersangkutan. Hal
ini juga merupakan salah satu bentuk
kelalaian atan ketidaksesualan dengan
UUK. Sehubungan dengan adanya
kelalalan atau ketidaksesuaian pada saat
perpanjangan danfataun pembaharuan
PKWT, maka terjadi peralihan status X
menjadi pekerja tetap.

Dari segi perpanjangan maupun
pembaharuan, PKWT HI dan PKWT I
bertentangan dengan Pasal 59 UUK.
Konsekuens| hukum dari ketidaksesualan
tersebut adalah hubungan kerja antara X
dan Y berubah menjadli PKWTT terhitung
sejak dibuatnya PKWT IH yaitu tanggal 3
Mel 2006. Hal ini sesual dengan
ketentuan Pasal 15 ayat (%)
KEP.100/MEN/VI/2004. Oleh karena
hubungan kerja dinyatakan
(berdasarkan putusan MA) sejak akhir
Februarl 2007, maka seluruh masa kerja
dihitung sejak 3 Mel 2006 - Februari 2007
{(kurang dari 1 tahun).

putus

" adalah

. Uang pesangon

Dalam Putusan Pengadilan Hubungan
industrial, kompensasi PHK yang
berhak diterima oleh X adalah
sebesar 2 kall upah tetap sebulan (2 x
{1 x Rp 9.975.000 = Kp 19.950.000.-
)). Atas dirl X berbak pula atas uang
penggantian hak berupa penggantian
perumahan serta pengobatan dan
perawatau, yaitu ditetapkan 13%
(lima belas per seratus) dari uang
pesangon (15% x Ep 19.950.000 =
Rp .2.992.500,-).

Oleh karena penghasilan X
dibayarkan atas dasar perhitungan
harlan (X adalah pekerja harian),
maka besar penghasilan sebulan
30 (tiga puluh) kali
penghasilan seharl. Berdasarkan
ketentunan UUK (Pasal 187 ayat (2)),
Pengadilan Hubungan Industrial
menetapkan bahwa X berhak atas
upah sebulan dengan perhitungan 22
(dua puluh dua) kali penghasilan
schari. Hal ini merupakan bentuk
kekeliruan dalam perhitungan
mengenal besaran upah sebulan yang
telah diterapkan Pengadilan
Hubungan Industrial.

Hak X yang dapat dikabulkan oiech
Pengadilan Hubungan Industrial
sehubungan adanmya PHEK, yaltu Y
diwajibkan membayar uang pesangon
dan uang pengantian hak.
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Apablla ditinjau berdasarkan
Pasal 156 ayat (2) UUK maka besaran
uang pesangon tersebut adalah “masa
kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1
(satu) bulan upah. Hal ini dikarenakan
masa kerja X kwrang dari 1 (satu)
tahun.

Upah proses

PEKWT demi hukum - berubah
menjadi PKWTT sejak perpanjangan
PKWT II (18 Desember 2005 sd. 17

April 2006). Hal inl dikarenakan
pelaksanaan perpanjangan PKWT
tersebut tidak sesuai dengan

ketentuan Pasal 59 ayat (4), dan ayat
(5). oleh karenma berubah menjadi
PKWTT maka Putusan PHI yang
menetapkan bahwa hubungan kerxja
antara X dan Y berakhir pada 2
Agustus 2006 adalah batal demi
hukuam.

Berdasarkan Putusan PHI, PHK
berakhir sejak berakhimya PKWT III,
yaltu 13 Agustus 2006 (seharusnya 2
Agustus 2006), sedangkan MA melihat
hal yang berbeda mengenai wupah
proses yang diajukan oleh X.
Mahkamah Agung menilai bahwa upah
proses dihitung sejak bei‘akhimya
hubungan kerja dalam PKWT, yaitu
sejak Februarl 2007, Oleh karena itu,
penetapan mengenal upah proses
adalah sejak Agustus 2006 sampai
Februari 2007.

Dengan pertimbangan selama
proses secara faktual tidak bekerja
serta  memperhatikan  nflai-nilai
kepatutan dan rasa keadilan, maka
sudah seharusnys hak pekerja atas
upah proses ditetapkan seclama 6
(enam) bulan. Artinya, selama PHK
belum mendapatkan penetapan dari
PHE, maka balk pengusaha maupun
pekerja harus tetap melaksanakan

hak dan kewajibannya.
KESIMPFULAN
Berdasarkan analisis-analisis

tersebut di atas, kami memberikan
kesimpulan atas perkara Putusan
Nomor: 194/PHLG/2007/PN.JKT.PST,
sebagai berikut:

bahwa pengadilan yang berwenang
memeriksa dan memutus perkama
hubungan industrial adalah
Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

meskipun jokasi kerja dan
perselisihan terjadl di wilayah
Sumatera Sélatan.

1. Berdasarkan UU 2/2004, gugatan

perselisihan  hubungan industrial
diajukan kepada Pengadilan
Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negerti yang daerah
hukumnya meliputi tempat pekerja
bekerja.
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Namun, berdasarkan penafsiran
hakim, “tempat pekerja bekerja”
dapat diperluas menjadi tempat
ditandatanganinya perjanjian kerja
serta tempat manajemen perusahaan
bersangkutan berada {dalam kasus,
perusahaan tempat X menandatangani
dan tempat manajemen perusahaan
berada di Jakarta),  Mengenal
kompetensi pengadilan inl diperkuat
pula oleh Mahkamah Agung;

bahwa peribhal perhitungan wuang
pesangon berdasarkan Putusan
Pengadilan Hubungan Industrial
adalah terhitung sejak awal hubungan
kerja, yaitu sejak PKWT perlode 1,
sedangkan penghitungan uang
pesangon oleh Mahkamah Agung
ditetapkan terhitung sejak dari PKWT
periode I, dikarenakan Y pada saat
melakukan pembaharan PKWT
periode 1IiI tidak sesuai dengan
ketentuan UUK, yaitu tanpa
memperhatian ketentuan mengenal
masa tenggang 30 (tiga puluh} harl.
Ketidaksesualan tersebut berakibat
demi hukum PKWT berebah menjadi
PKWTT:

bahwa perihal perselisihan hak
menyangkut upah lembur tidak dapat

dijadikan sengketa pada Pengadilan

Hubungan Industrial dikarenakan
belum mendapatkan penectapan darl
Pegawal Pengawas Hetenagakerjaan.
Hal ini didasarkan pada ketentuan
dalam Kepmenakertrans Nomor
102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja
Lembur dan Upah Kerja Lembur;

4. bahwa X tidak dapat diangkat
sebagal pegawal tetap pada
perusahaan tempat dirinya bekerja,
meskipun terdapat ketidaksesuaian
dalam perpanjangan dan/fatau
pembaharuan FKWT. Hal ini
mengingat bahwa pekerjaan yang
dilakukan oleh X adalah jenis
pekerjaan yang penyelesaiannya
dalam waktu yang tidak terialu lama
dan paling lama 3 (tiga) tahun;

5. bahwa Pengadilan Hubungan
Industrial dan Mahkamah Agung
terdapat perbedaan dalam
penetapan berakhirmnya hubungan
kerja. Menurut Pengadilan Hubungan
Industrial, PHK berakhir sejak
berakhirnya PKWT periode I, yaitu
13 Agustus 2006 (scharusnya 2
Agustus 20086), sedangkan
Mahkamah Agung melihat hal yang
berbeda perhitungan berakhimya
hubungan kerja, yaitu sejak Februarl
2007:dan

6. bahwa Mahkamah Agqung menilai
bahwa upah proses dihitung sejak
berakhimya hubungan kerja dalam
PKWT 111, yaitu sejak Februarl 2007.
Schingga, penetapan mengenal upah
proses adalah terhitung sejak
Agustus 2006 sampal Februari 2007.

Sekian dan terima kasih.

A 2 . B

Alita D. Ramos, SH
Biro Hukum, Kemenakertrans
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Impiementasi Outsourcing

Oleh Hutri Yustie Annisa

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan
dalan melakukan ocuisourcing, agar
praktek yang terjadi tidak hanya
menguntungkan ouisourcing company
dan perusahaan, serta merugikan buruh.
Pertama, sebelum mengunakan/memakai
Jasa penyedla tenaga kerja (outsorcing
comparny) harus dilihat Zrack recordhya,
apakah hak-hak normatif buruh benar-
benar diperhatikan (dalam banyak kasus,
gaji yang diberikan kepada buruh
dipotong lagi oleh outfsourcing company.
padahal outsourcing company telah
mendapatkan komisi jasa darl perusahaan
pengguna), atau tidak melanggar hak-hak
azazi buruh. HKedua, bagl perusahaam
pengguna, pendekatan yang dilakukan
sebainya pendekatan
bukan pendekatan undang-undang.
Perusahaan menunjukkan
kepedulian kepada buruh owutseurcing
mercka dengan pelaksanaan program
kes¢jahteraan dan kesehatan sehingga
menciptakan perasaan aman dan
ketenangan bagl karyawan di sebuah
perusahaan.

kemanusiaan,

harus

Ingat! Walaupun bukan karyawan tetap,
tapi kehadiran mereka sangat penting,
misainya jika supir, securify atau
frontliner yang bertugas tidak baik,
tentu perusahaan akan rugi. Selanjutnya,
Jadikan Serikat Buruh sebagal mitra,
bukan lawan yang harus dicurigal dan
diawasi. Dengan kemitraam tersebut
persoalan-persoalan yang ada disekitar
buruh, maka segala persoalan bisa
didiskusikan dengan kepala dingin dan
hati yang tenang”. Outsourcing tidak
hanya menimbulkan masalah, tp jika
dikajl lebih dalam sistem Ini juga
menghasilkan beberapa keuntungan.

1. Pendahuluan

Dewasa ini iklim persaingan usaha
mengharuskan
perusahaan berusaha untuk
melalukan efisiensl blaya produksi
(production cost).? Efislensl bilaya
dalam berbagai

pengeluaran keuangan perusahaan
merupakan salah satu cara untuk

dapat memenangkan persaingan.

yang makin ketat,

komponen

1} htip:#ishelmi wordpress.com/2008/03/3 1/praktek-outsourcing-di-indonesia, Syalrizal Helmi, Praktek

Quitsourcig di Indonesia, March, 31, 2008

2) hitp:fireinerain bioaspot,comf2010/06/permasalahan-outsourcing-di-indonesia himl, Permasalahan Outsourcing di Indonesia, Minggu, 6 Juni
2010
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Kecenderungan yang terjadi adalah bahwa
pengeluaran untuk pembijayaan SDM
perusahaan memakan porsi yang cukup
besar dalam anggaran keuangan
perusaha.an. Solusi yang ditawarkan salah
satunya dengan menggunakan
outsourcing dan implementasi
outsourcing diterapkan mulal dari hal-hal
yang sederhana seperti pengelolaa
cleaning service sampal pada level yang
rumit yaitu pengelolaan perusahaan. *
Outsourcing tidak dapat
dipandang secara jangka pendek saja,
dengan menggunakan outsourcing
perusahaan pasti akan mengeluarkan
dana lebih sebagal management fee bagi
perusahaan outsourcing, memikirkan
mengenai pengembangan karir karyawan,
efislensil dalam bidang tenaga kerja,
organisasi, benefit dan lainnya.
Perusahaan dapat fokus pada kompetensi
utamanya dalam bisnis sehingga dapat
berkompetisi dalam pasar, dimana hal-hal
intern  perusahaan  yang bersifat
penunjang {supporting) dlalihkan kepada
pihak lain yang lebih profesional. Pada
pelaksanaannya, pengalihan inlf juga
menimbulkan beberapa permasalahan
terutama masalah ketenagakerjaan.” -

Problematika mengenal
outsourcing memang cukup bervariasi,
tidak terkecuali di Indonesia. Hal Ini

dikarenakan penggunaan ouisourcing
dalam dunia usaha di Indonesia kini

semakin marak dan telah menjadi

kebutuhan serta tidak dapat ditunda-
tunda oleh pelaktm wusaha., Banyak
perusahaan melakukan outsourcing
bukan atas dasar kebutuhan dan sesual
dengan atwran hukum yang ada,
melainkan hanya karena tidak mau repot
dengan urusan-urusan ketenagakerjaan.
Perusahaan melakukan owtsourcing
karena tidak maw direpotkan apabila
nantl terjadi PHK, dan yang utama
adalah agar tidak perin -+ memberl
pesangon kepada karyawan yang di PHK.
FPenghindaran kewajiban oleh
perusahaan dalam pembayaran upah
yang layak dan memenuhi kesejahteraan
karyawannnya dapat dikatakan juga
sebagal salah satu bentuk pelanggaran
etika.

Praktek ouisourcing bukanlah
suatn hal yang salah, selama perusahaan
tidak menyimpang dalam arii yang
sebenamya, bahwa yang
dioutsourcingkan adalah pekerjaan,
bukan orang. Salah satu cara mencegah
penyimpangan tersebut adalah dengan
mengeluarkan kebijjakan dalam rangka
mengatur jenis-jenis pekerjaan yang
boleh mengunakan tenaga owisourcing.
Outsourcing untuk meraih keunggulan
kompetitif dapat dilihat pada industri-
industri mobil besar di dumia, seperti
Nisan, Toyota dan Honda. Pada awalnya
dalam proses produksl mobll, core
bussines perusahaan otomotif tersebut
terdiri dari pembuatan  desain,
pembuatan suku cadang dan perakitan.

3 htlpu*}blogsthener;b.ipb.ac.idsz10!0?!12lpaper-outsourcing, Qutsourcing

4 http:/panmohamadfaix.com/2007/05/19/outsourcing-dan-tenaga-kerja himl , Quisourcing {alih Daya)
dan Pengelolaan Tenaga Kerja Pada Peruszhaan, Pan Mohamad Faid, May, 19, 2007
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Namun, seiring dengan waktu pada
akhimya yang menjadi core bussines
hanyalah pembuatan desain mobil
sementara pembuatan suku cadang dan
perakitan diserahkan pada perusahaan
lain yang lebih kompeten dengan sistem
oulsourcing, sehingga perusahaan mobil

tersebut bisa meralh keuntungan
kompetitif. *
Diakui, sejak diundangkannya

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,
outsourcing pekerja menjadi menjamur,
Hal ini disebabkan pengusaha dalam
rangka efisiensl merasa aman Jika
pekerja/burnh yang dioutsource adalah
pekerja/buruh yang berasal dari
perusahaan jasa pekerja. Disisi lain,
ternyata outsourcing mengundang
permasalahan baru yakni fegal Issue
dimana status karyawan menjadi kurang

jelas, apakah pekerja/burub tersebut
adalah merupakan  Karyawan  darl
perusabaan tempat bekerja atau

merupakan karyawan dari perusahaan
outsourcing. Dan menimbulkan keraguan
bagi pekerja/buruh mengenal kemana ia
harus mengajukan keberatan atas tidakan
yang dilakukan oleh employerjpemberi
kerja.

Dari beberapa pandangan tersebut
diatas dan mengingat menjamumya
persoalan outsourcing di dunia bisnis
Negara kita, maka kami mencoba
mengupas segala persoalan terkait
praktek outsourcing dalam dunia usaha,
melalul sebuah tulisan yang berjudul
“implementasi Outsourcing”.

II. Pengertian

dan Fenerapan

Outsourcing

Maurice Greaver dalam tulisannya
menyebutkan bahwa outsourcing
(alir daya) dipandang sebagal
tindakan mengalihkan beberapa
aktvitas perusahaan dan hak
pengambilan keputusannya kepada
pihak lain (outside provider), dimana
tindakan ini terkait dalamn suatu
kontrak kerja sama.

Beberapa pakar serta praktis]
outsourcing darl Indonesia juga
memberikan definisi mengenali
outsourcing, antara laln meyebutkan
bahwa oufsouwrcing dalam Bahasa
Indonesia disebut alih daya, adalah
pendelegasian operasi dan
management harlan dari suatu proses
bisnis kepada pihak luar (perusahaan
jasa outsourcing)®. Pendapat sempa
juga disampalkan Muzni Tambusai,
yang mendefinisikan pengertian
outsourcing sebagal memborongkan
satu baglan atau beberapa baglan
keglatan pe yang tadinya
dikelola sendiri kepada perusahaan
lain yang kemudian disebut sebagal
penerima pekerjaan.” .

Dalam hukum ketenagakerjaan
Indonesia, owutsourcing diartikan
sebagai pemborongan pekerjaan dan
penyediaan . jasa temaga kKersja.
Pengaturan outsourcing Ini dapat
dilihat dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan Pasal 64, Pasal 65
dan Pasal 66.

5 Permasalahan Outsourcing di Indonesia, http:/ireinerain.blogspot blogspot com/2010/06/permasalahan-

outsoucing-di-indonesia.htm

§) Chandra Suwondo, Outsourcing; Implementasi di Indonesia, Elex Media Comptindo, Jakarta, hat 2
7) Muzni Tambusai, Pelaksanaan Outsourcing {Afih Daya) ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan
tidak megaburkan hubungan industrial, hitp:/fnakertrans.qo.idfarsip-berita/aker/outsourcing.php.29

Mei 2005
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Ketentuan perundang-undangan tersebut
menegaskan bahwa  pekerja darl
perusahaan penyedia jasa pekerja tidak
boleh digunakan oleh permberi kerja
melaksanakan Kegiatan pokok atau
kegiatan yang berhubungan Iangsung
dengan proses produksi, kecuali untuk
kegiatan yang tidak berhubungan
langsung dengan proses produksi.
Disamping itu Xetentuan lain
tentang outsourcig diatur juga dalam:

1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor Kep.
100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu.

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor Kep.
101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara
Perijinan Perusahaan FPenyedia Jasa
Pekerja/Buruh.

3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasl Nomor Kep. 220/Men/X/
2004 tentang Syarat-Syarat
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan
Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai
dasar hukbum diberlalmkanya outsourcing
membagqgi outsurcing
menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :
pemborongan pekerjaan dan penyediaan
Jasa pekerja/buruh.

di Indonesia,

Pada perkembanganya dalam draft revisi
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, mengenaii
pemborongan pekerjaan dlliapuskan.
karena leblh condong kearah sub
coniracting pekerjaan dibandingkan
dengan tenaga kerja.”

Pengaturan outsourcing dalam UU no.13
talhun 2003,

Dalam UU No.13/2003, yang
menyangkut outsourcing (Alih Daya)
adalah pasal 64, pasal 65 (terdiri dari 9
ayat), dan pasal 66 (terdiri dari 4 ayat).
Pasal 64 adalah dasar dibolehkannya
outsourcing. Dalam pasal 64 dinyatakan
bahwa: “Perusahaan dapat menyerahkan
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lainnya melalul perjanjian
pemborongan pekerjaan atau penyediaan
Jasa pekerjaburuh yang dibuat secara
tertulis”.”

Pengaturan outsourcing dalam UU no.13
tahun 2003, |

Dalam UU No.13/2003, yang
menyangkut outsourcing (Alih Daya)

| adalah pasal 64, pasal 65 (terdiri dari 9

ayat), dan pasal 66 (terdiri dari 4 ayat).

Pasal 65 memuat beberapa ketentuan

diantaranya adalah:

« penyerahan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan lain
dilaksanakan melalul perjanjian
pemborongan pekerjaan yang dibuat
secara tertulis (ayat 1);

2 Permasalzhan Ouls'ourdng di Indenesia, hitp:/freinerain,blogspot blogspot.com/2010/06/permasalahan-

outsourcing-di-indonesia.himl
%) Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
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pekerjaan yang diserahkan pada pihak
lain, sepertli yang dimaksud dalam
ayat (1) harus memenuhl syarat -
syarat sebagal berikut :

a. dilakukan secara terpisah dari
kegiatan utama;

dilakukan dengan perintah
langsung atau tidak langsung darl
pemberi kexja;

merupakan keglatan penunjang
perusahaan secara keseluruban;
tidak . menghambat proses
produksi secara langsung. (ayat 2)

b'

perusahaan [ain (yanyg diserahkan
pekerjaan) harus berbentuk badan
hulkum (ayat 3):

periindungan kerja dan syarat-syarat
kerja pada perusahaan lain sama
dengan perlindungan kerja dan syarat-
syarat kerja pada perusahaan pemberi
pekerjaan atau sesual dengan
peraturan perundangan (ayat &);
perubahan atau penambahan syarat-
syarat tersebut diatas diatur lebih
lanjut dalam keputusan menteri (ayat
B);

hubungan kerja dalam pelaksanaan
pekerjaan diatur dalam perjanjlan
tertulis antara perusahaan lain dan
pekerja yang dipekerjakannya (ayat 6)
hubungan kerja antara perusahaan
lain dengan pekerjaburuh dapat
didasarkan pada perjanjian kega
waktu tertentu atau perjanjian kerja
waktu tidak tertentu (ayat 7);

bila beberapa syarat tidak
terpenuhi, antara lain, syarat-syarat
mengenal pekerjaan yang
diserahkan pada plhak [ain, dan
syarat yang menentukan bahwa
perusahaan lain itu harus berbadan
hukum, maka hubungan kerja antara
pekerjafburuh dengan perusahaan
penyedia jasa tenaga kerja beralih
menjadi hubungan kerja antara
pekerjafburuh  dengan perusahaan
pemberi pekerjaan (ayat 8).'%

Pasal 66 UU Nomor 13 tahun 2003
mengatur bahwa pekerja/buruh dari
perusahaan penyedia jasa tenaga kerja
tidak boleh digunakan oleh pemberl
kerja untuk melaksanakan kegiatan
pokok atau kegiatan yang berhubungan
langsung dengan proses produksi,
kecuali untuk kegiatan jasa penunjang
yang tidak berhubungan langsung
dengan proses produksi.

Ferusahaan penyedia Jasa untuk tenaga
kerja yangq tidak berhubungan langsung
dengan proses produksi juga harus
memenuhi beberapa persyamtan, antara
lain:

adanya hubungan kerja antara
pekerja dengan perusahaan penyedia
Jasa tenaga kerja;

perjaq]lan kerja yang berlaku antara
pekerja dan perusahaan penyedia
jasa tenaga kerja adalah perjanjian
kerja untuk waktu tertentu atau tidak
tertentu yang dibuat secara tertulis
dan ditandatangani kedua belah

pihak;

1) hiip:/ipanmohamadfaix.com/2007/05/1%outsourcing-dan-tenaga-keria.him , Outsourcing (alih Daya)
dan Pengelolaan Tenaga Kerja Pada Perusahaan, Pan Mohamad Faid, May, 19, 2007
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perlindungan upab, kesejahteraan,
syarat-syarat kerja serta perselisihan
yang timbul menjadi tanggung jawab

perusahaan penyedia jasa
pekerja/burub;
» perjanjlan antara perusahaan

pengguna jasa pekerjaburuh dan

perusahaan penyedia Jasa

pekerja/buruh dibuat secara tertulis.
Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan
bentuk usaha yang berbadan hukum dan
memillki izin darl instansi yang
bertanggung Jawab di bidang
ketenagakerjaan. Dalam hal syarat-syarat
diatas tidak terpenuhi (kecuali mengenai
ketentuan perlindungan kesejahteraan),
maka demi hukum status hubungan kerja
antara pekerjaburuh dan perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh beralih
menjadi Jhubungan kerja antara
pekerja/buruh dan perusahaan pemberi
pekerjaan,'”

' Perusahaan penyedia jasa untuk tenaga
Kerja yang tidak berhubungan langsung
dengan proses produksi juga harus
memenuhi beberapa syarat, antara lain
adanya hubungan kerja antara pekerja
dengan pengusaha penyedia jasa tenaga
kerja, perjanjian kerfa yang berlaku
antara perusahaan penyedia jasa tenaga
kerja adalah perjanjian kerja untuk waktu
tertentu atau waktu tidak tertentu yang
dibuat secara tertulis dan ditandatangani
oleh kedua belah pihak.

Perlindungan uapah, kesejahteraan dan
syarat-syarat kerja serta perselisihan
yang timbul menjadi tanggung jawab
perusahaan penyedia jasa pekerja/
buruh,?

Salah satu tujuan penting owtsourcing
adalah dengan meningkatkan efisiensi
perusahaan dengan menekan biaya
operasi. Oleh karena itu banyak wujud
ouftsourcing yang berupa mengganti
pekerjaan karyawan tetap dan purna
waktu dengan karyawan tidak tetap dan
paruh waktu, karyawan kontrak atau
bentuk lain dimana karyawan tidak atau
lebih sedikit menerima keuntungan.
Outsourcing merupakan proses
pemindahan tanggung jawab temaga
kexja dari perusahaan induk ke
perusahaan lain di luar perusahaan
induk.

Perusabaan di luar perusahaan induk
bisa berupa vendor. koperasl ataupun
instansl lain yang diatur dalam suatu
kesepakatan  tertentu. Outcourcing
dalam requlasi ketenagakerjaan bisa
hanya mencakup tenaga kerja pada
proses pendukung (non-core business
unit) atau secara praktek semua lini
kerja bisa dialihkan sebagal unit
outsourcing. **

Untuk mencegah adanya salah penafsiran
mengenal kriteria core business itu
sendiri, ada balknya bahwa setliap
perusahaan seharusnya terlebih dahuln
telah mengklarifikasikan apa yang |

1) Pasal 66 UUK No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

12} ibig

13) Seputar Tentang Tenaga Outsourcing, hitp://malangnet wordpress.com
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menjadi pekexjaan utama dan pekejaan

. penjang kedalam suatu dokumen tertulis

dan melaporkanya kepada Instansi

ketenagakerjaan setempat. Hal Ini juga
sudah dinyatakan secara implisit dalam

220/2004, terkait dengan

melakukan perencanaan untuk

melakukan owutsourcing terhadap tenaga
kerjanya. Pembuatan dokumen tertulis

penting bagil penerapan outsourcing di

perusahaan, karena alasan-alasan sebagai

berikut:

1. Sebagai bentuk kepatutan perusahaan

terhadap ketentuan tentang

ketenagakerjaan dengan melakukan
pelaporan kepada Dinas Tenaga Keja

Setempat,

Sebagai pedoman bagl manajemen

dalam melaksanakan outsourcing

pada baglan-bagian tertentn di

perusabaan, |

3. Sebagal sarana soslalisasl kepada
pihak pekerja tentang baglan-bagian
mana saja di perusahaan yang
dilakukan outsourcing terhadap
pekerjanya,

4. Meminimalkan resiko perselisihan
dengan pekerja, serlkat pekerja,
pemerintah serta pemegang saham
mengenal keabsahan dan peratuan
tentang outsourcing dii Perusahaan.'y

kepmen

2.

Seorang peneliti melakukan survey pada
44 perusahaan di Indonesia dengan
menggunakan kuesioner dengan metode
conviunience sampling, dan berdasarkan
hasll survey tersebut diketahu bahwa 73
% perusahaan menggunakah tenaga
outsource dalam keglatan
operasionaluya, sedangkan sisanya yaltﬁ
27 % tidak wmenggunakan tenaga
outsource. (Gambar 1) -

Gambar 1
Perusahaan Yang Menggunakan Tenaga
Qutsourcing

Sumbar : Divisi Riset PPM Manajemen,
Agustus 2008 '

Darl 73 %, perusahaan yang sepenulinya
menggunakan tenaga outsource
merupakan jenis industrl perbankkan,
kertas, jasa pendidikan, pengolahan
karet dan plastik, serta industri makanan
dan minuman.

4) Gofar Tobing, outsourcing di Indonesia, hitp://gofartobing. wordpress.comyv2010/02/01
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Sedangkan industri alat berat, mesin dan
sarana transportasi (otomotif dan suku
cadang) ménggumkan tenaga owutsource
sebanyak 57,14 %. Untuk industri farmasi
dan kimia (80%) dan industri lainnya
sebanyak 50 % terdiri darl industri jasa
pemeliharaan pembangkit listrik,
konsultan, EPC (euaginering procuremeint,
contruction), pengothan kayu, kesehata,
percetakan & penerbitan dan
elektronik.(Gambar 2)

Gambar 2

Perusahaan Yang Menggunakan Outsource
Berdasarkan Janis Industri

Industri Perbankan

Indutvi Nl in, 4 Sram
imd@u%ﬁi"&“mm
Induttri Farmasi & Kimia Desx

Indurtri Telebomunika &

Informesi Timolog

Indirsr Kavtas

Idintri Jota Penciclicn

i Relahn Kt § Rtk n=44

§ 8 §8 38

Incheats hbacanan & MNEnumn

Sumber ; Divisi Riset PPM Manajemen,
Agustus 2008

Jika dilihat darj status kepemilikan,

diketahui bahwa BUMN, Joint Venture dan

Rirlaba menggunakan 100 9% tenaga

outsource dalam keglatan operasioninya.

Sedangkan nasional
menggunakan tenaga outsource
sebanyak 57,69% dan swasta asing
menggunakan sebanyak 5,71 %.(Gambar
3,15

swasta

Gambar (3)

Perusahaan Yang Menggunakan Outsource
Berdasarkan Status Kepemiiikan

1
Nildha 0%
Jint Venture %
BUMN 13
o
Swasdaddng % (lin
SwastaNesiond 5%
Sumber { Divisi Riset PPM Manajemen,

Agustus 2008

nL. Langkah-Langkah Dalam Penerapan
Outsourcing _
Ketentuan Pasal 64 sampal dengan
Pasal 66 UUK menjadl legitimasi
tersendiri bagum keberadaan
outsourcing di Indonesia. Artinya
secara Jegal formal, sistem kerja
outsourcing wmemiliki dasar hukm
yang kuat untuk diterapkan. Keadaan
demikian membuat pengusaha
menerapkan sistem ini.'®

18} Qutsorcing, 2008, Divisi Riset PPM Mangjemen, 28 Agustus 2008
18) Hadang Outsourcing dengan Framework Agreement, www.hukum online.com
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Penggunaan outsourcing  seringkall | Adapun yang menjadi alasan lainnya
digunakan sebagal strategi kompetisi | adalah:

perusahaan' untuk fokus pada core|a. Efektifitas manpower
businessnya. Namun, pada prakteknya
outsourcing didorong oleh keinginan
perusahaan untuk menekan cost? hingga
serendah-rendahmya dan mendapatkan (¢, Memberdayakan anak perusahaan.
keuntungan berlipat ganda walaupun
seringkali melanggar etika bisnis.

b. Tidak perlu mengembangkan SDM
untuk pekerjaan yang bukan utama.

d. Dealing with unpredicted business

" condition.” .

Darl perusahaan-perusahaan Yang | outsourcing, tidak  terlepas  darl
menggunakan tenaga Outsource | perusahaan penyedia (provider) jasa
diketahui 5 alasan menggunakan tenaga outsource. Perusahaan harus
outsourcing, yaltu agar perusahaan dapat | yemilih provider yang sesuai dengan apa
fokus terhadap core business, untuk yang dibutuhkan dimana perusahaan
menghemat biaya operasional, tumn over | oyisourcing tersebut harus  teryji
karyawan menjadi rendah, modemisasi | . aiitas yang dijanjikan, serta adanya
dunia usaha dan lainnya. (Gambay ). _ kesepakatan untuk membuat hubungan

jangka panjang.'®
Gambar (4)

Alasan Menggunakan Outsourcing Jenis pekerjaan yang dapat

menggunakan outsourcing adalah
%% || pekerjaan-pekerjaan  yang  bukan
merupakan tanggungjawab lntl. dard
B perusahaan. Adapun komposisi jenis
pekerjaan  yang paling  banyak
menggunakan temaga outsource adalah
cleaning seivice, security, driver,
sekretarls, customer service, dan
SPG.(Gambar 5). Untuk jenis pekerjaan
lainnya yang terdiri dari:

17 Qutsorcing, 2008, Divisi Riset PPM Manajemen, 28 Agustus 2008
18) Kesulitan Quisourcing di Indonesia, hittp:/frahard wordpress.com
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Bagian pengepakan barang (packing).

Helper balk untuk maintenance
maupun mreclianic.

Facilitator training,
Resepsionis/operator telepon.
Data entry.

Call center.

" Gambar 5

Jenis Pekerjaan Yang Menggunakan Tenaga Ouisource

%%

Oening Seorily lanya  [rver  Sdoddais Qdomer  §6
e Srvee (3

IV. Hubungan Hukum antara Karyawan

Outsourcing dengan  Perusahaan
Pengguna Outsourcing '

ﬂubungan hukum Perusahaan
Outsourcing (Allh Daya) dengan
perusahaan pengguna owutsourcing
diikat bdengan menggunakan

Perjanjlan Kerjasama, dalam hal

penyediaan dan pengelolaan pekerja
pada bidang-bidang tertentu yang
ditempatkan dan bekerja pada
perusabaan pengguna outsourcing.
Karyawan outsourcing menandatangani
perjanjian kerja dengan perusahaan
outsourcing sebagal dasar hubungan
ketenagakerjaannya. Dalam perjanjian
kerja tersebut disebutkan bahwa
karyawan ditempatkan dan bekexja di
perusahaan pengquna oufsourcing.

Dari hubungan kerja ini timbul suatu
permasalahan hukum, karyawan
outsourcing dalam penempatannya pada
perusahaan pengguna owtsourcing harus
tunduk pada Peraturan Perusahaan {PP)
atan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
yang berlaku pada perusahaan pengguna
oustourcing tersebut, sementara secara
hukum tidak ada hubungan kerja antara
keduanya.

Hal yang mendasari mengapa karyawan

outsourcing tunduk pada

peraturan perusahaan pemberi kerja
adalah : '

1. Karyawan tersebut  bekerja di
tempat/lokasi perusahaan pemberi
kerja;

. Standard Opemational Frocedures
{(SOP) atau aturan kesgja perusahaan
pemberi kexja harus dilaksanakan
oleh karyawan, dimana semua hal itu
tercantum dalam peraturan
perusahaan pemberi kerja;

harus

57
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3. Buktl tunduknya karyawan adalah
pada Memorandum of Understanding
(MolU) antara perusahaan outsource
dengan perusahaan pemberl kerja,
dalamm hal yang menyangkut norma-
norma kerja, waktu kerja dan aturan
kerja. Untuk benefit dan tunjangan
biasanya perusahaan

outsource.'®

menginduk

Perjanjian keda antara  karyawan
outsourcing dengan perusahaan penyedia
Jasa pekerjaburuh blasanya mengikuti
jangka waktu perjanjlan Kkerja sama
antara perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh dengan pemsahaan
pemberi kerja. Hal ini dimaksud apabila
perusahaan pemberi kerja hendak
mengakhirl kerja samanya dengan
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruhb,
maka pada waktu yang bersamaan
berakhir pula kontak kerja antara
karyawan dengan perusahaan pemberi
kerja. Bentuk perjanjlan kerja yang lazim
digunakan dalam outsourcing adalah
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
Bentuk perjanflan kerja inl dipandang
sangat fleksibel bagl perusahaan
pengguna jasa outsourcing, arena lingkup
pekerjaannya yang berubah-ubah sesuai
dengan perkembangan perusahaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003, ketentvan mengenali PKWT diatur
dalam Pasal 57, 58, 59 jo Kepmen
100/2004. Dalam Pasal 59 UUK, PKWT
hanya dapat dibuat untuk:

1. Pekerjaan yang sekall selesai atau
sementara sifatnya;

Pekerjaan yang diperkiraka
penyelesaiannya tidak terlalu lama
atau paling lama tiga tahun (2 tabun
diawal dan 1 tahun perpanjangan);

3. Peckerjaan yang bersifat musiman;

4,

2.

Pekerjaan yang berhubungan dengan
produk baru, keglatan baru atau
produk tambahan yang masih dalam
proses percobaan atau penjajakan.*
Perpanjangan kontrak PKWT dapat
dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh)
harl sebelum Perjanjuan Kerja berakhir.
Dalam hal KWT dibuat berdasarkan
selesainya pekerjaan tertentu, namun
karena kondisl tertentu pekerjaan
tersebut belum dapat diselesalkan, maka
dapat dilakukan pembabharuan PEWT
setelah melebihi masa tenggang aktu 30
(tiga puluh) harl setelah berakhirnya
perjanjian kerja.

Terhadap PKWT atas pekerjaan musiman,
berartl pekerjaannya tergamtung pada
musim dan cuaca dan hanya untuk satu

Jenis pekerjaan saja.

19) htip:/ipanmohamadfaiz.com/2007/05/19/outsourcing-dan-lenaga-kerja
20) Gofar Tobing, Outsourcing di Indonesia, http://gofartobing. wordpress.com/2010/02/01/outsourcing-

alih-daya-dan-pengelolaan-tenaga-kerja-pada-perusahaan
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Terhadap pekerjaan ini tidak dapat
dilakukan pembaharuan PKWT (Pasal 7
Kepmen 100/2004).

Skema PKWT

2Tahm  2Minggy  1Tahun 1 Bulan 1 Tahan
/—A Y + 1
Signing PK Perpanjangan End Pembahanan End
Pemberitahuan Perpanjangan

Karyawan Outsourcing walaupun secara
organisasi berada dibawah perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh, namun
pada saat rekmitmen, karyawan tersebut
harus mendapatkan persetuyjuan dari
pihak pemberi kerja. Apabila perjanjian
kerjasama antara perusahaan penyedia
jasa pekerja/buruh dengan perusahaan
pemberi kerja berakhir, maka berakhir
Juga perjanjlan kerja antara perusahaan
penyedia jasa pekerjaburuh dengan
karyawannya.** '

Apabila terjadi pelanggaran yang
dilakukan pekerja, dalam hal ini tidak
ada kewenangan darl perusahaan
pengguna jasa pekerja untuk melakukan
penyelesaian sengketa karena antara
perusahaan pengguna jasa pekerja (user)
dengan karyawan oufsowrce secara
bukum tidak mempunyali hubungan
keta, sehingga yang berwenang untuk

menyelesaikan perselisihan  tersebut
adalah perusahaan penyedia jasa
pekerja, walaupun peraturan yang
dilanggar adalah peraturan perusahaan
pengguna jasa pekegja (uzsern.™
Peraturan perusahaan berisi tentang hak
dan kewajilban antara perusahaan
dengan karyawan owutsourcing. Hak dan
kewajiban menggambarkan
hubungan hukum antara pekerja dengan
perusahaan, dimana kedua pihak
tersebut sama-sama terikat perjanjian
kerja yamg  disepakati bersama.
Sedangkan hubungan hukum yang ada
adalah antara perusahaan outsourcing
dengan perusahaan pengguna jasa,
berupa perjanjian penyediaan pekesja.
Ferusahaan pengguna jasa pekerja
dengan karyawan tidak memiliki
hubungan kerja secara langsung, baik
dalam bentuk pexjanjlan kerja waktu
tertentu maupun perjanjlan kerja waktu
tidak tertentu.

Apabila ditinjau dari terminologi hakikat
pelaksanaan Peraturan Perusahaan,
maka peratumh perusahaan dari
perusahaan pengguna jasa tidak dapat
diterapkan untuk karyawan owtsourcing
karena tidak adanya hubungan kerja.

suatu

21} Gofar Tobing, Qutsourcing di Indonesia, http://gofartobing. wordpress.com/2010/02/01/outsourcing-

alih-daya-dan-pengelolaan-tenaga-kerja-pada-perusahaan

2 htip-//panmohamadfaix.com/2007/05/19/cutsourcing-dan-tenaga-kerja.himl , Outsourcing (afih Daya)

dan Pengelolaan Tenaga Kerja Pada Perusahaan, Pan Mohamad Faid, May, 19, 2007
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Hubungan kerja yang terjadi adalah
hubungan kexja antara karyawan
outsourcing dengan perusahaan
outsourcing, sechingga scharusmya
karyawan outsowrcing menggunakan
peraturan perusahaan ontsourcing,
bukan peraturan perusahaan pengguna
Jasa pekerja.*

Karyawan oufsourcing yang ditempaikan
di pemsah}zan penggquna outsourcing
tentunya secara aturan kerja dan disiplin
kerja harus mengikuti ketentuan yang
berlalu pada perusahaan pengguna
outsourcing. Dalam perjanjlan kerjasama
antara perusahaan owisourcing dengan
perusahaan pengguna owuisourcing harus
jelas di awal, tentang ketentuan apa saja
yang harus ditaati oleh karyawan
outsourcing selama ditempatkan pada
perusahaan pengguna  ouisourcing.
Misalkan masalah benefit, tentunya ada
perbedaan antara karyawan oufsourcing
dengan karyawan pada perusahaan
pengguna  oufsourcing. Hal-hal yang
terdapat pada Feraturan Perusahaan

yang disepakati untuk ditaati,
disosialisasikan kepada karyawan
outsourcing oleh perusahaan
outsourcing.

Y. Masalah dalam outsourcing
Timbulnya kecenderungan
perusahaan untuk melakukan
outsourcing, sesual hasil studl para
ahli managemen yang dilakukan sejak
tahun 1991, termasuk survey yang
dilakukan terhadap lebih dari 1200
Sosialisasi Ini penting untuk
meminimalkan tuntutan dari
karyawan outsourcing yang menuntut
dijadikan karyawan tetap pada
perusahaan pengguna jasa
outsourcing, dikarenakan kurangnya
informasi tenmtang hubungan hulkum
antara karyawan .dengan perusahaan
pengquna ouisourcing. *perusahaan
bahwa potensi keuntungan atau
alasan perusahaan, melalmkan
outsourcing antara lain adalah untuk:
1. Meningkatkan fokus perusahaan
2. Memanfaatkan kemampuan kKelas

dunia

Mempercepat keuntungan yang

diperoleh darl reengineering

Membagi resiko

Sumber daya sendiri. dapat

digunakan untuk kebutuhan lain

Memungkinkan tersediannya dana

kapital

Menciptakan dana segar

Mengurangl dam mengendalikan

blaya operasi

Memperoleh sumber daya yang

tidak dimiliki sendirl

10.Memecahkan masalah yang sulit
dikendatikan atau dikelola.>”

3'

9.

2 hitp:lipanmohamadfaix.com/2007/05/19/outsourcing-dan-tenaga-kerja.ntmi , Quisourcing {alih Daya)
dan Pengelolaan Tenaga Kerja Pada Perusahaan, Pan Mohamad Faid, May, 19, 2007
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Selain alasan tersebut diatas,
penggunaan sistem Owutsourcing menjadi
masalah tersendiri bagi perusahaan
khususnya bagl tenaga kerja. Berikut
beberapa penjabaran pro dan kontra
terhadap penggunaan outsourcing:

Pro - Kontra Penggunaan Outsourcing

PRO OUTSOURCING KONTRA OUTSOURCING

- Business ownsr bisa | - Ketidakpastian status
fokus padza  com ketenagakerizan dan
business. ancaman PHK bagl tenaga

kerja.?

- Cost reduction,

- Blaya Ivastasi berubab | Compantation and Beneft
menjadi bisya betanja, antara karyawan intemal

- Tidak lagl dipusinghan | Sevgan karyman
dengan oleh Ain over i
tenaga kerfa, = Carver Path dl outsourcing

) seringkall kurang terencana
dBu‘in:n d'I" t::drenhal dan terarah,

- Perusahaan pengguna jass
sangat mungkin
memutuskan hubungan
kerjasama dengan
outsourcing provider dan
mengakibatan
ketidakjelasan status kerja
buruh, 2

= Eksploitasi manusia ™

Garis besar tujuan perusahaan melakukan
outsourcing adalah agar perusahaan
dapat fokus pada kompetensi utamanya
dalam bisnis  sehingga dapat
berkometensi dalam pasar, dimana hal-
hal intern perusahaan yang bersifat
penunjang dialihkan kepada pihak lain
yang lebih profesional.

Tujuan ini ada balknya, namun pada
pelaksanaannya, pengalihan ini
menimbulkan beberapa masalah
terutama dalam bidang ketenagakerjaan.

Kemungkinan masalah yang dapat terjadi

dalam Keglatan Outsourcing,
diantaranya:
1. Definisi pekerjaan dan tanggqung

Jawab yang kuramg jelas-dan rinci
dalam perjanjlan yang dapat
mengakibatkan perbedaan persepsi
di lapangan. Misalnya mengenal hal
yang mengakibatkan
berakhimya hubungan kerja. Harus
dengan jelas dicantumkan apa atau
kondisi apa yang mengakibatkan
Kkaryawan outsourcing dapat
dikembalikan kepada perusahaan
outsourcing. Misalnya seorang sales
diangkat dalam kontrak 3 bulan
dengan target tertentu yang Kkalau
tidak tercapai dapat menjadl sebab

dapat

berakhimya hubungan kerja;
2. Pemahaman mengenai “Full
outsourcing”, dimana semua

tanggung jawab dan wewenang
dilakukan oleh vendor dengan hasil

kerja yang disepakati bersama, atau
“Labor Supply” dimana vendor hanya
menyediakan tenaga kerjanya dan

23 Sinurat, Sahat, Kontrak Kerja*(Tidak Sama Dengan) Qutsourcing™, Informasi Hukum, Vol. § Tahun X,
2008, Biro Hukum, Kemnakerirans

%) Pekerjaan Wakiu-Tertentu dan *Outsourcing, www.sinarharapan.co.id

27} www.hukumonline.com

28] Sumber; “Outsourcing, Pro dan Kontra® hitp:firecruitmentindonesia.wordpress.com

291 Sumber : Pekerjaan Waktu Tertentu dan "Oufsourcing, www.sinarharapan.co.id
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5.

semua tangqung  jawab dan
wewenang pekerjaan dilakukan oleh
user. '

Penggelapan uang. Jika inl terjadi
maka masalah pidana melekat pada
diri pelaku, ia yang bertanggung
jawab untuk mengembalikan uang
tersebut atau dihukum sesual dengan
hukum yang berlaku. Jika perusahaan
terbukti terlibat baru dapat
dimintakan tanggung jawabnya. Yang
harus  dilakukan adalah
mengurus masalah ini secara tuntas,
baik penyelesalan secara intemal
maupun penyelesaian secara hukum,
Menggunakan namafloge perusahaan
user untuk kepentingan pribadi.
Blasanya dilakukan dengan membuat
surat keterangan sendirl dengan kop
surat perusahaan untuk kepentingan
karyawan pribadi.

Kehadiran / disiplin kerja. Biasanya
hal ini dapat diatasi dengan kontrol
yang ketat dari vendor dengan
menyediakan mesin absensl.
Cantumkan juga misalnya dalam
perjanjlan Jika tidak masuk dalam
hitungan hari tertentu, maka dapat
dikenakan sanksi bahkan bisa
dianggap mengundurkan diri
Diberlkan kewenangan oleh User
diluar kewenangannya. Dilapangan
bisa saja terjadl atasan langsung dari
pihak user memberikan kewenangan

vendor

yang melebihi apa yang dicantumkan

7.

9.

dalam kontrak., Jika terjadi suatu
kesalahan atau kerugian, maka lihat
kemball kontrak kerja apakah Inf
diatur. Jika fidak maka kesalahan
tidak bisa sepenubnya dibebankan
kepada karyawan yang bersangkutan.
Sharing Password. Kesalahan
prosedur yang termasuk kedalam
kategori pelanggaran berat inl dapat
saja terjadi, seorang atasan yang
memberikan passwordnya Lkepada
karyawan outsourcing atau
sebaliknya karyawan owutsourcing
yYang mencuri password atasannya
dapat dikeluarkan dan dikenakan
pidana jika berakibat adanya
kerugian ’

Pelaksanaan jam lembur dan
perhitungannya, Ada perusahaan
yang menentukan jumlah rupiah
tertentu untuk menggantl jam
lembur, misalnya setiap jam dibayar
Rp 10.000,~ Ini bertentangan dengan
UU, seballkmya lembur dibayarkan
sesual deugan perhitungan yang
telah ditetapkan pemerintah.atau
jangan  disebut flembur tapi
tunjangan jika bekerja di atas jam 5-
7 maka akan diberikan, misalnya Rp
20.000,-

Ada juga user yang memberlakukan
jam kerja yang sangat panjang
melebihi aturan jam lembur yang
telah ditetapkan, jlka ini terjadi

maka dianggap pelanggaran.>”

) Iftida Yasar, SH, M.Si, Masalah-Masalah Datam Pelaksanaan Outsourcing, hitp:/indo.sdm.com/
masalah-masalah-dalam -pelaksaan -outsourcing
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Selain masalah yang kerap terjadi dalam
penerapan sistem owutsourcing, sistem

outsourcing juga dapat berhasil.
Tentunya dengan indikator-indikator
penunjang keberhasllan suatu
pelaksanaan  oufsourcing. Indikator
keberhasilan terbesar dalam penerapan
oifsourcing diaﬁtaranya: |

- plhak yang terlibat harus

bertanggungjawab, mendukung, dan
berkomitmen untuk melaksanakan
outsourcing.

detall aturan main outfsourcing
didefinisikan dalam kontrak kerja
kejelasan ruang lingkup proses
outsourcing yang ingin dilakukan
Update perjanjlan antar pengguna
dan penyedia tenaga oufsource

ada atau tidaknya prosedur formal

dalam tender calon perusahaan
outsourcing

- Jangka waktu penyelenggaraan
outsourcing >

Int] darl faktor-faktor tersebut diatas
adalah harus adanya kerjasama dan
komitmen yang jelas antara kedua belah
plhak agar outsourcing dapat berjalan
sébagalm_ana harapan yang keseluruhan
perjanjian kerjasama tersebut dinyatakan
secara jelas dan terperinci di dalam
kontrak outsourcing.

V1. Kesimpulan
Outsourciug (Alih daya) sebagal suatu
penyediaan tenaga kerja oleh pihak
lain dilakukan dengan terlebih
dahulu memisahkan antara pekerjaan

utama (core business)

dengan
pekerjaan penunjang perusahaan
core business) dalam suatu
dokumen tertulis yang disusun oleh
manajemen perusahaan. Dalam
melakukan outsomrcing perusahaan
pengguna
bekerjasama dengan perusahaan
outsourcing, dimana hubungan

hukumnya diwujudkan dalam suatn

(non

Jasa outsourcing

perjanjian kerjasama yang memuat
antara lain tentang jangka waktu
perjanjian serta bidang-bidang apa

saja yang merupakan bentuk
kerjasama ouwutsourcing. Karyawan
outsourcing menandatangani

perjanjian kerja dengan perusahaan
outsourcing untuk ditempatkan di
perusahaan pengguna outsourcing.
VIL.Karyawan selama
ditempatkan diperusahaan pengguna
Jasa ouwatsourcing wajlb mentaati
ketentuan kerja yang berlaku pada
perusahaan ouisourcing dimana hal
itu harus dicantumkan dalam

perjanjian kerjasama.

outsourcing

3 Qutsorcing, 2008, Divisi Riset PPM Manajemen, 28 Agustus 2008
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Sedangkan yang menyebabkan
outsourcing menjadi tidak efektif adalah
karena kurangnya knowledge, skill dan
attitude (K.S.A) dari tenaga outsource.

Mekanisme Penyelesalan
perselisihan ketenagakerjaan
diselesalkan secara intermal antara
perusahaan outsourcing dengan
perusahaan pengguna jasa outsourcing,
dimana perusahaan outsourcing
seharusnya mengadakan pertemuan
berkala dengan karyawannya untuk
membahas | masalah-masalah
ketenagakerjaan yang terjadi dalam
pelaksanaan oufsourcing.

Dewasa inl outsourcing sudah menjadi
trend dan kebutuhan dalam dunia
usaha, namun pengaturannya masih
belum memadal. Sedapat mungkin
segala kekurangan
outsourcing dapat termuat dalam revisi

pengaturan

UU Ketenagakerjaan yang sedang
dipersiapkan dan peraturan
pelaksanaanya, sehingga dapat

mengakomodir kepentingan pengusaha
dan melindungi kepentingan pekerja.
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